
SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI

DINAS.DINAS DAERAH PROVINSI SUh{ATERA UTARA

Menimbang : a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara

Nomor 38 Tahun 2At6 sebagaimana telah diubah

beberapakali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera

Utara Nomor 56 Tahun 2Al7 telah ditetapkan Susunan

Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara;

bahwa menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor

061/8955/SJ Tanggal 5 Desember 2a17, perihal

rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit

Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah

Provinsi Sumatera Utara, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor

061111068/OTDA tanggal 28 Desember 2077 perihal

persetujuan pembentukan UPTD dan Cabang Dinas Energi

dan Sumber Daya Mineral, Surat Menteri Dalam Negeri

Nomor Ail |9OZ/OTDA tanggal 2 Februari 2AlB, Surat

Menteri Dalam Negeri Nomor A6L I 1697 IOTDA tanggal 27

Februari 2018 Hal Rekomendasi Pembentukan Unit

Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Sumatera Utara, Peraturan Gubernur sebagaimana

dimaksud dalam hur-uf a perlu diubah;

b.
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera

Utara;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan

Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1103);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2A74 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5a9a\

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor I
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2A14 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AtS Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679\;

Peraturan Pemerintah Nomor iB Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (lrmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2A16 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Utara Nomor 32);

Mengingat : 1.

c

J.

4.

5.
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6" Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan

Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara

(Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor

39) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan

Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2A17 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara

Nomor 38 Tahun 2A16 tentang Susunan Organisasi Dinas-

Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 38 TAHUN

2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH

PROViNSI SUMATERA UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara

Nomor 38 Tahun 2ALO tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas

Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana diubah

beberapakali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera

Utara Nomor 56 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2A16

tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi

Sumatera Utara {Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun

2017 Nomor 56) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (a) diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 3

(1) Dinas Pendidikan merupakan unsur peiaksana

Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala

Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab

kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
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(2) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat {1)

mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan

un-lsan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan
tugas pembantuan.

(3) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat {2) Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan manajemen pendidikan
menengah kurikulum pendidik dan ketenaga

pendidikan, perijinan pendidikan, bahasa dan sastra
sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;

b. pelaksanaan kebijakan manajemen pendidikan

menengah kurikulum pendidik dan ketenaga

pendidikan, perijinan pendidikan, bahasa dan sastra

sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;

c. pelaksanaan evaiuasi dan peiaporan manajemen

pendidikan menengah kurikulum pendidik dan
ketenagapendidikan, perijinan pendidikan, bahasa dan
sastra sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;

d. pelaksanaan administrasi manajemen pendidikan
menengah kurikulum pendidik dan ketenaga

pendidikan, perijinan pendidikan, bahasa dan sastra

sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernr-rr

terkait dengan tugas dan fungsinya;

{4) organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) sekretariat
yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang

dengan susunan sebagai berikut :

a. Dinas;

b. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Program dan Tugas pembantllan.

c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;

d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;

e. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus;

f. Bidang Pembinaan dan Ketenagaan;
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g. Cabang Dinas Pendidikan Medan Utara dengan cakupan

kerja Kecamatan Medan Belawan Kota, Kecamatan

Medan Deli, Kecamatan Medan Denai, Keca.matan

Medan Heivetia, Kecamatan Medan Labuhan,

Kecamatan Medan Marelan, Kecamatan Medan

Selayang, Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan

Medan Tembung, Kecamatan Medan Tuntungan, terdiri

dari:

i. Cabang Dinas;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Sekolah Menengah Atas;

4. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.

h. Cabang Dinas Pendidikan Medan Selatan dengan

cakupan kerja Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan

Medan Area, Kecamatan Medan Barat, Kecamatan

Medan Baru, Kecamatan Medan Johor, Kecamatan

Medan Kota, Kecamatan Medan Maimun, Kecamatan

Medan Perjuangan, Kecamatan Medan Petisah,

Kecamatan Medan Polonia, Kecamatan Medan Timur,

terdiri dari:

1. Cabang Dinas;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Sekolah Menengah Atas;

4. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.

i. Cabang Dinas Pendidikan Lubuk Pakam dengan

cakupan kerja Kecamatan Lubuk Pakam, Kecamatan

Tanjung Morawa, Kecamatan Gaiang, Kecamatan

Patumbak, Kecamatan Beringin, Kecamatan Labuhan

Deli, Kecamatan Pantai Labu, Kecamatan Bangun

Purba, Kecamatan Pagar Merbau, Kecamatan Sinembah

Tanjung Muda Huiu, Kecamatan Sinembah Tanjung

Muda Hilir, Kecamatan Gunung Meriah, terdiri dari.:

1. Cabang Dinas;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Sekolah Menengah Atas;

4. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
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j" Cabang Dinas Pendidikan Stabat dengan cakupan kerja

Kabupaten Langkat dan Kota Binjai, terdiri dari:

1. Cabang Dinas;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Sekolah Menengah Atas;

4. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.

k. Cabang Dinas Pendidikan Sei Rampah dengan cakupan

kerja Kabupaten Serdang Bedagai dan Kota Tebing

Tinggi, terdiri dari :

1. Cabang Dinas;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Sekolah Menengah Atas;

4. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.

1. Cabang Dinas Pendidikan Pematang Siantar dengan

cakupan kerja Kota Pematang Siantar dan Kabupaten

Simalungun, terdiri dari :

1. Cabang Dinas;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Sekolah Menengah Atas;

4. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.

m. Cabang Dinas Pendidikan Humbang Hasundutan

dengan cakupan kerja Kabupaten Humbang

Hasundutan dan Kabupaten Tapanuli Utara, terdiri

dari :

1. Cabang Dinas;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Sekolah Menengah Atas;

4. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.

n. Cabang Dinas Pendidikan Balige dengan cakupan kerja

Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Samosir terdiri

dari:

1. Cabang Dinas;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Sekolah Menengah Atas;

4. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
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o. Cabang Dinas Pendidikan Siboiga dengan cakupan kerja

Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Siboiga terdiri

dari:

1. Cabang Dinas;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Sekolah Menengah Atas;

4. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.

p. Cabang Dinas Pendidikan Gunungtua dengan cakupan

kerja Kabupaten Padanglawas dan Kabupaten

Padanglawas Utara, terdiri dari :

1. Cabang Dinas;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Sekolah Menengah Atas;

4. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.

q. Cabang Dinas Pendidikan Sidempltan dengan cakupan

kerja Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten

Mandaiiing Natal, dan Kota Padang Sidempuan, terdiri

dari:

1. Cabang Dinas;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Sekolah Menengah Atas;

4. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.

r. Cabang Dinas Pendidikan Rantauprapat dengan

cakupan kerja Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan

Kabupaten Labuhanbatu, terdiri dari :

1. Cabang Dinas;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Sekolah Menengah Atas;

4. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.

s. Cabang Dinas Pendidikan Tanjungbaiai dengan cakupan

kerja Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Kota

Tanjungbalai, terdiri dari :

1. Cabang Dinas;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Sekolah Menengah Atas;

4. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
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t. Cabang Dinas Pendidikan Kisaran dengan cakupan

kerja Kabupaten Batubara dan Kabupaten Asahan,

terdiri dari:

1. Cabang Dinas;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Sekoiah Menengah Atas;

4. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.

rl. Cabang Dinas Pendidikan Kabanjahe dengan cakupan

kerja Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, dan Kabupaten

Pakpak Bharat, terdiri dari :

1. Cabang Dinas;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Sekolah Menengah Atas;

4. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.

v. Cabang Dinas Pendidikan Gunungsitoli dengan cakupan

kerja Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara dan Kota

Gunungsitoli, terdiri dari:

1. Cabang Dinas;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Sekolah Menengah Atas;

4. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.

w. Cabang Dinas Pendidikan Teluk Dalam dengan cakupan

kerja Kabupaten Nias Seiatan dan Kabupaten Nias

Barat, terdiri dari :

1. Cabang Dinas;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Sekolah Menengah Atas;

4. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.

x. Cabang Dinas Pendidikan Sunggal dengan cakupan

kerja Kecamatan Sunggal, Kecamatan percut Sei Tuan,

Kecamatan Batang Kuis, Kecamatan Hamparan perak,

Kecamatan Pancur Batu, Kecamatan Kutalimbaru,
Kecamatan Namorambe, Kecamatan Delitua, Kecamatan

Sibiru-biru, Kecamatan Sibolangit, terdiri dari :

1. Cabang Dinas;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Sekoiah Menengah Atas;

4. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
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Bagan Organisasi Di.nas Pendidikan

dalam Lampiran I sebagai bagian

dari Peraturan Gubernur ini.

sebagaimana tercantum

yang tidak terpisahkan

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (a) diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 4

(1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana pemerintah

Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas,

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada

Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan

urusan Kesehatan yang menjadi kewenangan dan tugas

pembantuan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan perlrmusan kebijakan upaya-upaya

pembangunan kesehatan dibidang kesehatan

masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian

penyakit, bidang pelayanan kesehatan, bidang sumber

daya kesehatan sesuai dengan lingkupnya;

b. penyelenggaraan kebijakan upaya-upaya pembangunan

kesehatan dibidang kesehatan masyarakat, bidang

pencegahan dan pengendaiian penyakit, bidang

pelayanan kesehatan, bidang sumber daya kesehatan

sesuai dengan bidang lingkupnya;

c. penyelenggaraan monitoring evaluasi dan pelaporan

upaya-upaya pembangunan kesehatan dibidang
kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan
pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan,

bidang sumber daya kesehatan sesuai dengan bidang

lingkupnya;
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d. penyelenggaraan administrasi upaya-upaya pem

bangunan kesehatan dibidang kesehatan masyarakat,
bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang
pelayanan kesehatan, bidang sumber daya kesehatan

sesuai dengan bidang lingkupnya;

e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh

Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

{41 Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat
yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 {empat) Bidang

yang terdiri dari masing-masing 3 (tiga) Seksi terdiri dari :

a. Dinas ;

b. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi

Publik.

c. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari :

1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;

2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;

3. Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja.

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian penyakit terdiri
dari :

1. Seksi Surveilens dan Immunisasi;

2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian penyakit

Menular;

3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian penyakit

tidak menular;

e. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

1. Seksi Pelayanan Kesehatan primer dan

Tradisional;

2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;

3. Seksi Akreditasi Fasilitasi Pelayanan Kesehatan

dan Jaminan Kesehatan.

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari :

1. Seksi Kefarmasian;

2. Seksi Aiat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan

Rumah Tangga (PKRT);
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3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Khusus Mata

Dinas Kesehatan, terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pelayanan Medik;

4. Seksi Penunjang Medik.

Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Khusus paru

Dinas Kesehatan, terdiri dari :

1. Unit Peiaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pelayanan Medik;

4. Seksi Penunjang Medik.

Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Kusta Lau

Simomo Dinas Kesehatan, terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pelayanan Medik;

4. Seksi Penunjang Medik.

Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Dinas

Kesehatan, terdiri dari :

1. Unit Peiaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Laboratorium Klinik;

4. Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kesehatan Dinas

Kesehatan, terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi;

4. Seksi Pengajaran.

Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Indrapura Dinas
Kesehatan, terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pelayanan Medik;

4. Seksi Penunjang Medik.

h.

j

k.

1.
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(5) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat ( ) diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 5

(1) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi merupakan Ltnsur

pelaksana Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh

seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada Gubernur meialui Sekretaris

Daerah.

(2) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu

Gubernur melaksanakan urusan Bina Marga dan Bina

Konstruksi yang menjadi kewenangan dan tugas

pembantuan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan jalan dan jembatan, jasa

konstruksi sesuai dengan bidang lingkupnya;

b. pelaksanaan kebijakan jalan dan jembatan, jasa

konstruksi sesuai dengan bidang lingkupnya;

c. pelaksanaan evaiuasi dan pelaporan jalan dan
jembatan, jasa konstruksi sesuai dengan bidang

lingkupnya;

d. pelaksanaan administrasi jaian dan jembatan, jasa

konstruksi sesuai dengan bidang lingkupnya;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(41 Organisasi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

sebagaimana dimaksud pada ayat {1) merupakan Tipe A,

terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub

Bagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari masing-

masing 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari :

a. Dinas;
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Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2" Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Program, Akuntabilitasi dan Informasi
Publik;

Bidang Perencanaan dan Evaluasi terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan Jalan;

2. Seksi Perencanaan Jembatan;

3. Seksi Evaiuasi dan Pelaporan.

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan terdiri dari :

1. Seksi Pembangunan Jalan;

2. Seksi Pembangunan Jembatan;

3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan.

Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan terdiri dari :

1. Seksi Pemeliharaan Jalan;

2. Seksi Pemeliharaan Jembatan;

3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pemeliharaan.

Bidang Bina Konstruksi terdiri dari :

1. Seksi Pengaturan;

2. Seksi Pemberdayaan;

3. Seksi Pengawasan.

Unit Pelaksana Teknis Workshop dan Peralatan Dinas

Bina Marga dan Bina Konstruksi, terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Operasional;

4. Seksi Pemeliharaan.

Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Kontruksi

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pengujian Bahan dan Geologi;

4. Seksi Pengendalian Mutu.

Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Medan

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pembangunan;

4. Seksi Pemeliharaan.

d.

e.

f.

c,b.

h.
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Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Binjai Dinas

Bina Marga dan Bina Konstruksi, terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pembangunan;

4. Seksi Pemeliharaan.

Unit Peiaksana Teknis Jalan dan Jembatan Tebing

Tinggi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, terdiri
dari:

i. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pembangunan;

4. Seksi Pemeliharaan.

Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Siantar

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pembangunan;

4. Seksi Pemeliharaan.

Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Tanjung

Balai Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, terdiri
dari:

1. Uni.t Peiaksana Teknis

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi PembangLlnan;

4. Seksi Pemeliharaan.

Unit Pelaksana Teknis Jaian dan Jembatan Dolok

Sanggul Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, terdiri
dari:

1. Unit Pelaksana Teknis

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi PembangLtnan;

4. Seksi Pemeliharaan.

k.

t.

m.

n.
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Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Padang

Sidempuan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi,

terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pembangunan;

+. Seksi Pemeliharaan.

Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Kotanopan

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pembangunan;

4. Seksi Pemeliharaan.

Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Sidikalang

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, terdiri dari:

1. Unit Peiaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pembangunan;

4. Seksi Pemeliharaan.

Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Kabanjahe

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pembangunan;

4. Seksi Pemeliharaan.

Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Rantau

Prapat Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, terdiri

dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pembangunan;

4. Seksi Pemeliharaafl.

Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Sibolga

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pembangunan;

4. Seksi Pemeliharaan.

p.

q.

r.

S.

t.
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u. Unit Peiaksana Teknis Jalan dan Jembatan Gunungtua
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pembangunan;

4. Seksi Pemeliharaan.

v. Unit Peiaksana Teknis Jalan dan Jembatan Tarutung

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pembangunan;

4. Seksi Pemeliharaan.

w. Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Gunung

Sitoli Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, terdiri

dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pembangunan;

4. Seksi Pemeliharaafl.

(5) Bagan Organisasi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari. Peraturan Gubernur ini.

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 6

(1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan

unsur pelaksana Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh

seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris

Daerah.

(2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu

Gubernur melaksanakan urusan Perumahan dan Kawasan

Permukiman yang menjadi kewenangan dan tugas

pembantuan.
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(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

menyelenggarakan fungsi :

a. perllmusan kebijakan perumahan, kawasan per-

mukiman, perumahan dan kawasan permukiman

kumuh, prasarana dan sarana utilitas rlmum, sertifikasi

kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan

dan kawasan permukiman jalan dan jembatan, jasa

konstruksi sesuai dengan bidang lingkupnya;

b. pelaksanaan kebijakan perumahan, kawasan

permukiman, perumahan dan kawasan permukiman

kumuh, prasarana dan sarana utilitas rrmum, sertifikasi

kualifikasi, klasilikasi dan registrasi bidang perumahan

dan kawasan permukiman jalan dan jembatan, jasa

konstruksi sesuai dengan bidang lingkupnya;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perumahan,

kawasan permukiman, perumahan dan kawasan

permukiman kumuh, prasarana dan sarana utilitas
umum, sertifikasi kualifikasi, klasifikasi dan registrasi

bidang perumahan dan kawasan permukiman jaian dan
jembatan, jasa konstruksi sesuai dengan bidang

lingkupnya;

d. pelaksanaan administrasi perumahan, kawasan per-

mukiman, perumahan dan kawasan permukiman

kumuh, prasarana dan sarana utilitas umltm, sertifikasi

kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan

dan kawasan permukiman jalan dan jembatan, jasa

konstruksi sesuai dengan bidang lingkupnya;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur,

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A,

terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub

Bagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari masing-

masing 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari :

a. Dinas;
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b. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan KePegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Program, Akuntabilitasi dan Informasi

Publik;

c. Bidang Rumah Umum terdiri dari :

1. Seksi Pendataan dan Perencanaan;

2. Seksi Penyediaan dan Pembiayaan;

3. Seksi Monitoring dan Evaluasi'

d. Bidang Rumah Swadaya terdiri dari :

1. Seksi Pendataan dan Perencanaan;

2. Seksi Pemberdayaan dan Pelaksanaan;

3. Seksi Monit<lring dan Evaluasi'

e. Bidang Kawasan Permukiman terdiri dari :

1. Seksi Pendataan dan Perencanaan;

2. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas ;

3. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian'

f. Bidang Prasarana, sarana dan utiiitas umum terdiri

dari:

1. Seksi Pendataan dan Perencanaan;

2. Seksi Pelaksanaan;

3. Seksi Monitoring dan Evaluasi

(5) Bagan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Per-

mukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini'

5. Ketentuan Pasal 7 ayat (a) diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 7

(1) Dinas sumber Daya Air, cipta Karya dan Tata Ruang

merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi, yang

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan

dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui

Sekretaris Daerah.
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{2) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

sebagaimana dimaksud pada ayat {1) mempunyai tugas

membantu Gubernur melaksanakan urusan Sumber Daya

Air, Cipta Karya dan Tata Ruang yang menjadi kewenangan

dan tugas pembantuan.

(3) Untuk meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan sumber daya air,

air minum, air limbah, persampahan, drainase,

permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan

lingkungan, penataan ruang sesuai dengan bidang

lingkupnya;

b. penyelenggaraan kebijakan sumber daya anr, air minum,

air limbah, persampahan, drainase, permukiman,

bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan,

penataan ruang sesuai dengan bidang lingkupnya;

c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan sumber daya

air, air minum, anr limbah, persampahan, drainase,

permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan

lingkungan, penataan ruang sesuai dengan bidang

iingkupnya;

d. penyelenggaraan administrasi sumber daya air, air
minum, air iimbah, persampahan, drainase,

permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan

iingkungan, penataan rllang sesuai dengan bidang

lingkupnya;

e. penyelenggaraan tugas iain yang diberikan oleh

Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Organisasi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata

Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

Tipe A, terdiri dari 1 {satu} Sekretariat yang terdiri dari 3
(tiga) Sub Bagian dan 4 {empat) Bidang yang terdiri dari

masing-masing 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari :

a. Dinas;

b. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan;
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3. Sub Bagian Program, Akuntabilitasi dan Informasi
Publik.

c. Bidang Pengembangan Jaringan Sumber Air terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;

2. Seksi Pembangunan dan Sumber Daya Air;

3. Seksi Operasi dan Pemeiiharaan Sumber Daya Air.

d. Bidang Cipta Karya terdiri dari :

i. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;

2. Seksi Pelaksanaan Air Minum dan penyehatan

Lingkungan;

3. Seksi Pelaksanaan Penataan bangunan dan

Pengembangan Permukiman.

e. Bidang Tata Ruang terdiri dari :

1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan;

2. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang;

3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan

Ruang.

f. Bidang Jaringan Pemanfaatan Air terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan Jaringan Air;
2. Seksi Pembangunan Jaringan Air;
3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Air.

g. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Irigasi Wampu-

Besitang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata

Ruang, terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Sungai, Danau,Waduk dan pantai;

4. Seksi Irigasi dan Rawa.

h. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Irigasi Lau Renun-
Lau Biang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata

Ruang, terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Sungai, Danau,Waduk dan Pantai;

4. Seksi Irigasi dan Rawa.

i. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Irigasi Belawan-

Padang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Kaqra dan Tata

Ruang, terdiri dari :
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1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai;

4. Seksi Irigasi dan Rawa.

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Irigasi Bah Bolon

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang,

terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai;

4. Seksi Irigasi dan Rawa.

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Irigasi Asahan

Danau Toba Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan

Tata Ruang, terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Sungai, Danau,Waduk dan Pantai;

4. Seksi Irigasi dan Rawa.

Unit Pelaksana Teknis Pengeloiaan Irigasi Kuala-

Barumun Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata

Ruang, terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai;

4. Seksi Irigasi dan Rawa.

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Irigasi Batang

Angkola Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata

Ruang, terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai;

4. Seksi Irigasi dan Rawa.

Unit Peiaksana Teknis Pengelolaan Irigasi Batang Gadis-

Batang Natal Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan

Tata Ruang, terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

k.

1
l.

m.

n.
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3. Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai;

4. Seksi Irigasi dan Rawa.

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Irigasi Sibundong-

Batangtoru Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan

Tata Ruang, terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai;

4. Seksi Irigasi dan Rawa.

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Irigasi Nias Dinas

Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, terdiri

dari :

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai;

4. Seksi Irigasi dan Rawa.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Cipta Karya Lubuk Pakam

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang,

terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;

4. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan

Permukiman.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Cipta Karya Rantau Prapat

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang,

terdiri dari :

i. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Air Mi.num dan Penyehatan Lingkungan;

4. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan

Permukiman.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Cipta Karya Pematang

Siantar Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata

Ruang, terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha ;

3. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan ;

p.

q.

r.

S.
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4. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan

Permukiman.

t. Unit Pelaksana Teknis Dinas Cipta Karya Sibolga Dinas

Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, terdiri

dari :

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;

4. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan

Permukiman.

u. Unit Pelaksana Teknis Dinas Cipta Karya Padang

Si.dempuan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan

Tata Ruang, terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;

4. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan

Permukiman.

v. Unit Pelaksana Teknis Dinas Cipta Karya Kabanjahe

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang,

terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;

4. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan

Permukiman.

w. Unit Pelaksana Teknis Dinas Cipta Karya Gunung Sitoli

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang,

terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;

4. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan

Permukiman.

(5) Bagan Organisasi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan

Tata Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran V

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.
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6. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 9

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintah

Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas,

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada

Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat t1)

mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan

urusan Sosial yang menjadi kewenangan dan tugas

pembantLran.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

a. perllmusan kebijakan pemberdayaan sosial, penanganan

warga negara imigran korban tindak kekerasan,

rehabilitasi sosial, periindungan, dan jaminan sosial,

penanganan bencana dan taman makam pahiawan

sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan sosial,

penanganan warga negara imigran korban tindak

kekerasan, rehabilitasi sosial perlindungan, dan jaminan

sosial, penanganan bencana dan taman makam

pahlawan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaarr

sosial, penanganan warga negara imigran korban tindak

kekerasan, rehabilitasi sosial periindungan, dan jaminan

sosial, penanganan bencana dan taman makam

pahlawan sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pelaksanaan administrasi pemberdayaan sosial,

penanganan warga negara imigran korban tindak

kekerasan, rehabilitasi sosial perlindungan, dan jaminan

sosial, penanganan bencana dan taman makam

pahlawan sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernllr,

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1)

{2)

(3)



-25-

(4) Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat

(i) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang

terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang

terdiri dari masing-masing 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:

a. Dinas;

b. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Program, Akuntabiiitas dan Informasi

Publik.

c. Bidang Pemberda\raan sosial terdiri dari:

1. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan Keluarga dan

Komunitas Adat Terpencil;

2. Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat;

3. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan

dan Restorasi Sosial.

d. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari :

1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;

2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;

3. Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Perdagangan Orang,

Penyalahgunaall Napza dan Tuna Sosial.

e. Bidang Periindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari:

1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;

2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosiai;

3. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

f. Bidang Penanganan Fakir Miskin terdiri dari :

1. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan;

2. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan;

3. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau Pulau

Kecil dan Perbatasan Antar Negara.

g. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Lanjut Usia

Dinas Sosial Binjai terdiri dari:

i. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pengasuhan.

h. Unit Pelaksana Teknis Peiayanan Sosial Lanjut Usia

Dinas Sosial Kisaran Rantau Prapat terdiri dari :

i. Unit Pelaksana Teknis;
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2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pengasuhan Kisaran;

4. Seksi Pengasuhan Rantau Prapat.

i. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tunarungu

Wicara dan Lanjut Usia Dinas Sosial Siantar terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Tunarungu

Wicara;

4. Seksi Pengasuhan Lanjut Usia.

j. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut

Usia Dinas Sosial Siborong-borong terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pengasuhan Anak;

4. Seksi Pengasuhan Lanjut Usia.

k. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Anak Remaja

Dinas Sosial Tanjung Morawa terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pengasuhan;

4. Seksi Terminasi dan Pembinaan Lanjut.

1. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Gelandangan

dan Pengemis Dinas Sosial Binjai terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial'

4. Seksi Terminasi dan Pembinaan Lanjut.

m. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosiai Tuna Netra

Dinas Sosial Sei Buluh Serdang Bedagai terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial'

4. Seksi Terminasi dan Pembinaan Lanjut.

n. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tuna Netra dan

Tuna Daksa Dinas Sosial Tebing Tinggi terdiri dari :

1. Unit Peiaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;
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3. Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosiai Tuna Netra;

4. Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial Tuna

Daksa.

o. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Anak Dinas

Sosial Sidempuan terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pengasuhan;

4. Seksi Terminasi dan Pembinaan Lanjut.

p. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosiai Gelandangan

dan Pengemis Dinas Sosial Pinang Sori terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial'

4. Seksi Terminasi dan Pembinaan Lanjut.

q. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Anak Dinas

Sosiai Sidikalang-Kabanjahe terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pengasuhan Sidikalang;

4. Seksi Pengasuhan Kabanjahe.

t. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Wanita Tuna

Susila dan Tuna Laras Dinas Sosial Brastagi terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pengasuhan dan Rehabiiitasi Sosial Wanita

Tuna Susila;

4. Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Laras.

t. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Eks Kusta

Dinas Sosial Belidahan-Sicanang terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial Belidahan;

4. Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial Sicanang.

u. Unit Peiaksana Teknis Pelayanan Sosial Eks Kusta

Dinas Sosial Lau Simomo-Huta Sa1em terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;
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3. Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial Lau

Simomo;

4. Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial Huta

Salem.

v. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Anak Dinas

Sosial Gunung Sitoli terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pengasuhan;

4. Seksi Terminasi dan Pembinaan Lanjut.

w. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Anak Balita

Dinas Sosial Medan terdiri dari :

1. Unit Peiaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pengasuhan;

y. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Anak Dinas

Sosial Penyabungan terdiri dari :

1. Sub Bagian Tata Usaha;

2. Seksi Pengasuhan;

3. Seksi Terminasi dan Pembinaan Lanjut.

(5) Bagan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum

dalam Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Gubernur ini.

7. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 1O

(1) Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan

Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepaia

Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab

kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

{2\ Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas melaksanakan urusan tenaga kerja dan

transmigrasi yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas

pembantuan kepada daerah provinsi.
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(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2| Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan pelatihan kerja dan produktivitas

tenaga kerja, penempatan tenaga kerja hubungan

industrial, peflgawasan ketenagakerjaan dan

transmigrasi, sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pelaksanaan kebijakan pelatihan kerja dan produktivitas

tenaga kerja, penempatan tenaga kerja hubungan

industrial, pengawasan ketenagakerjaan, perencanaan

kawasan transmigrasi pembangunan kawasan

transmigrasi pengembangan kawasan transmigrasi,

sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelatihan kerja dan

produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja

hubungan industrial, pengawasan ketenagakerjaan,

perencanaan kawasan transmigrasi pembangunan

kawasan transmigrasi pengembangan kawasan

transmigrasi, sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pelaksanaan administrasi pelatihan kerja dan

produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja

hubungan industrial, pengawasan ketenagakerjaan,

perencanaan kawasan transmigrasi pembangunan

kawasan transmigrasi pengembangan kawasan

transmigrasi, sesuai dengan tugasnya;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

terkait dengan tugas dan fungsinya.

{4\ Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat

yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang

yang terdiri dari masing-masing 3 (tiga) Seksi terdiri dari :

a. Dinas;

b. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Program dan Akuntabilitas dan Informasi

Publik.
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c. Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Penempatan Kerja

terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja;

2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;

3. Seksi Latihan, Standarisasi dan Kompetensi Kerja.

d. Bidang Hubungan Industrial terdiri dari :

1. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

2. Seksi Persyaratan Kerja

3. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

e. Bidang Perlindungan Ketenagakerjaan terdiri dari :

1. Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan;

2. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

3. Seksi Ketenagakerjaan.

f. Bidang Ketransmigrasian terdiri dari :

1. Seksi Fasilitasi Penyiapan La}ran Dan Penyelesaian

Permasalahan;

2. Seksi Pembangunan Permukiman ;

3. Seksi Pembinaan Ekonomi Transmigrasi.

g. Unit Peiaksana Teknis Pelatihan Tenaga Kerja Dinas

Tenaga Kerja, terdiri dari:

1. Unit Peiaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Penyiapan Tenaga Kerja Terampil;

4. Seksi Pelatihan Pengembangan Produktivitas dan

Berbasis Masyarakat.

h. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan

Wilayah I Dinas Tenaga Kerja, dengan cakupan kerja

Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Langkat,

berkedudukan di Kota Medan, terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Penegakan Hukum;

4. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

i. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan

Wilayah II Dinas Tenaga Kerja, dengan cakupan kerja

Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Kota Tebing

Tinggi, berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang, terdiri

dari:
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1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Penegakan Hukum;

4. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Unit Peiaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan

Wilayah III Dinas Tenaga Kerja, dengan cakupan kerja

Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun,

Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir,

Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak

Bharat, berkedudukan di Kota Pematang Siantar terdiri

dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Penegakan Hukum;

4. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan

Wilayah IV Dinas Tenaga Kerja, dengan cakupan kerja

Kota Tanjung Baiai, Kabupaten Asahan, Kabupaten

Batubara, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten

Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan,

berkedudukan di Labuhan Batu, terdiri dari :

1. Unit Peiaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Penegakan Hukum;

4. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Unit Peiaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan

Wilayah V Dinas Tenaga Kerja, dengan cakupan kerja

Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Tapanuli Selatan,

Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas

dan Kabupaten Padang lawas Utara, berkedudukan di

Kota Padang Sidempuan, terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Penegakan Hukum;

4. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan

Wilayah VI Dinas Tenaga Kerja, dengan cakupan kerja

Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten

k.

t.

m.
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Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kota

Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara,

Kabupaten Nias Barat, dan Kabupaten Nias Seiatan,

berkedudukan di Kota Sibolga, terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Penegakan Hukum;

4. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

(5) Bagan Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Vill sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

8. Ketentuan Pasal 11 ayat (a) diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 1 1

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Provinsi,

yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan

dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur meialui

Sekretaris Daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas

melaksanakan urusan Pemberd ayaar, Perempuan dan

Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan provinsi;

dan tugas pembantuan kepada Daerah Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) Dinas Pemberd ayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan kualitas hidup perempllan,

perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistim data

gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan

khusus anak sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pelaksar,aarl kebijakan kualitas hidup perempuan,

perlindungan perempllan, kualitas keluarga, sistim data

gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan

khusus anak sesuai dengan lingkup tugasnya;

(u

{2)

(3)
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c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kualitas hidup

perempuan, perlindungan perempLran, kualitas keluarga,

sistim data gender dan anak, pemenuhan hak anak,

perlindungan khusus anak sesuai dengan lingkup

tugasnya;

d. pelaksanaan administrasi kualitas hidup perempuan,

perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistim data

gender dan anak, pemenuhan hak anak, periindungan

khusus anak sesuai dengan tugasnya;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang

terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 {empat) Bidang yang

terdiri dari masing-masing 3 (tiga) Seksi terdiri dari:

a. Dinas

b. Sekretariat terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi

Publik.

c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga terdiri

dari:

1. Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan

Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;

2. Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan

Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan

Hukum;

3. Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan

Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga.

d. Bidang Data, Informasi Gender dan Anak terdiri dari:

1. Seksi Data dan Informasi Gender;

2. Seksi Data dan Informasi Anak;

3. Seksi Sistem Data dan Informasi.
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e. Bidang Pemenuhan Hak Anak terdiri dari:

1. Seksi Lingkungan Keluarga, Pengasuhan Alternatif dan

Pendidikan Budaya;

2. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi;

3. Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

f. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Khusus

Anak terdiri dari :

1. Seksi Perlindungan Hak Perempuan;

2. Seksi Perlindungan Khusus Anak;

3. Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak.

g. Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pelayanan;

4. Seksi Koordinasi dan Kerjasama.

(5) Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran

IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.

9. Ketentuan Pasal 12 ayat (a) diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 12

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan merupakan

unsur pelaksana Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oieh

seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris

Daerah.

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan

Lrrusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan

Provinsi dibidang Ketahanan Pangan dan Peternakan

serta tugas pembantuan.

(u

\2)
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(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat {2) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan penyelenggaraan pangan

berdasarkan kedaulatan dan kemandirian,

penyeienggaraan ketahanan pangan, penanganan dan

kerawanan parigarr, keamanan pangan dan

peternakan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;

b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pangan

trerdasarkan kedaulatan dan kemandirian,

penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan dan

kerawanan pangan, keamanan pangan dan

peternakan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan

pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian,

penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan dan

kerawanan pangan, keamanan pangan dan

peternakan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;

d. peiaksanaan administrasi penyelenggaraan pangan

berdasarkan kedaulatan dan kemandirian,

penyeien ggaraar, ketahanan pangan, penanganan dan

kerawanan pangan, keamanan pangan dan

peternakan sesuai dengan iingkup bidang tugasnya;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur,

sesuai dengan tugas dan fungsinya;

(4) Organisasi Di.nas Ketahanan Pangan dan Peternakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A,

terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga)

Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari

masing-masing 3 (tiga) Seksi;

a. Dinas;

b. Sekretariat terdiri dari :

i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Sub Bagian Keuangan

3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi

Publik;
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c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan terdiri

dari:

1. Seksi Ketersediaan Pangan ;

2. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan;

3. Seksi Kerawanan Pangan.

d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari :

1. Seksi Konsumsi Pangan ;

2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;

3. Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan.

e. Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari :

1. Seksi Pengawasan Obat Hewan;

2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Hewan:

3. Seksi Investigasi Penyakit Hewan.

f. Bidang Peternakan terdiri dari :

1. Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak;

2. Seksi Pengolahan dan pemasaran hasil ternak;

3. Seksi Pakan dan Alat Mesin Peternakan.

g. Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan Mutu dan

Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan

Peternakan terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pengujian Mutu Pangan;

4. Seksi Pengawasan Keamar.afl Pangan.

h. Unit Pelaksana Teknis Inseminasi Buatan Dinas

Ketahanan Pangan dan Peternakan terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Produksi;

4. Seksi Pengujian dan Distribusi.

i. Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Masyarakat

Veteriner Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Hygiene dan Sanitasi;

4. Seksi Pangan dan Non Pangan;
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j. Unit Pelaksana Teknis Klinik Hewan Dinas Ketahanan

Pangan dan Peternakan terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Peiayanan Medik;

4. Seksi Penunjang dan Rekam Medik.

k. Unit Pelaksana Teknis Pengujian dal Pengembangan

Pakan Ternak (P3T) Sumatera Utara Dinas Ketahanan

Pangan dan Peternakan terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Mutu;

4. Seksi Teknis;

1. Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak Ruminansia

Lobu Sona Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pengembangan dan Produksi;

4. Seksi Pengujian dan Distribusi;

m. Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak Unggas dan

Sapi Sihitang Dinas Ketahanan Pangan dan

Peternakan terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pengembangan dan Produksi;

4. Seksi Pengujian dan Distribusi;

(5) Bagan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan

Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.
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1O. Ketentuan Pasal 14 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 14

{1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsllr pelaksana

urusan Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang

Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung

jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan

Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan provinsi

dan tugas pembantuan kepada daerah provinsi.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2\ Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan

fungsi:

a. perumusan kebijakan perencanaan lingkungan hidup,

kajian lingkungan hidup strategis, pengendaiian

pencemaran danfatau kerusakan lingkungan hidup,

keanekaragaman hayati, limbah bahan berbahaya

beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap ijin

lingkungan dan rjin perlindungan, pengelolaan

lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pelaksanaan kebijakan perencanaan lingkungan

hidup, kajian lingkungan hidup strategis,

pengendalian pencemaran danf atau kerusakan

lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, limbah

bahan berbahaya beracun, pembinaan dan

pengawasan terhadap tjin lingkungan dan tjin

perlindungan, pengelolaan iingkungan hidup sesuai

dengan lingkup tugasnya;

c. peiaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan

iingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis,

pengendalian pencemaran danf atau kerusakan

lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, limbah

bahan berbahaya beracun, pembinaan dan

pengawasan terhadap rjin lingkungan dan tjin

perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup sesuai

dengan lingkup tugasnya;
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d. pelaksanaan administrasi perencanaan lingkungan

hidup, kajian lingkungan hidup strategis,

pengendalian pencemaran danf atau kerusakan

lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, limbah

bahan berbahaya beracun, pembinaan dan

penga\Masan terhadap rji., lingkungan dan tjin

perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup sesuai

dengan lingkup tugasnya;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

terkait dengan tugas dan fungsinya.

Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1

(satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan

4 (empat) Bidang yang terdiri dari masing-masing 3 (tiga)

Seksi terdiri dari :

a. Dinas;

b. Sekretariat terdiri dari :

i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi

Publik.

c. Bidang Tata Lingkungan terdiri dari :

1. Seksi inventarisasi Rencana Perlindungan Dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian

Lingkungan Hidup Strategis;

2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan;

3. Seksi Pemeliharaarr Lingkungan Hidup.

d. Bidang Pengelolaan Limbah, Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun, dan Persampahan terdiri

dari:

1. Seksi Pengelolaan Sampah;

2. Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

3. Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis.

e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan Hidup terdiri dari :

1. Seksi Pemantauan Lingkungan;

2. Seksi Pencemaran Lingkungan;

3. Seksi Kerusakan Lingkungan.
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f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas

Lingkungan HiduP terdiri dari :

1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Lingkungan Hidup;

2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;

3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

g. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kualitas Air Danau

Toba Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pemantauan Kualitas Air;

4. Seksi Pengembangan Data dan Informasi.

h. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan

Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :

1. Unit Peiaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pengendalian Mutu;

4. Seksi Pengujian.

j. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Dinas

Lingkungan Hidup terdiri dari :

1. Unit Peiaksana Teknis ;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pengumpulan dan Pengangkutan;

4. Seksi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir.

k. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Limbah Cair

Domestik Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pengelolaan dan Pemantauan Limbah Cair

Domestik;

4. Seksi Pengembangan Data dan Informasi.

(5) Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana

tercantum dalam Lampiran XII sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
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Ketentuan Pasal 16 ayat (a) diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 16

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan

unsur pelaksana urLtsan Pemerintah Provinsi, yang

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan

dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui

Sekretaris Daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan

urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi

kewenangan provinsi dan tugas pembantuan kepada daerah

provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2\ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan penataan desa, kerjasama desa,

lembaga keswadayaan, lembaga adat dan masyarakat

hukum adat sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pelaksanaan kebijakan penataan desa, kerjasama desa,

lembaga keswadayaan, lembaga adat dan masyarakat

hukum adat sesuai dengan iingkup tugasnya;

c. pelaksanaan evaiuasi penataan desa, kerjasama desa,

lembaga keswadayaan, iembaga adat dan masyarakat

hukum adat sesuai dengan iingkup tugasnya;

d. pelaksanaan administrasi penataan desa, kerjasama

desa, lembaga keswadayaan, lembaga adat dan

masyarakat hukum adat sesuai dengan lingkup

tugasnya;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

terkait dengan tugas dan fungsinya.

Organisasi Dinas Pemberdayaar' Masyarakat dan Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A,

terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub

Bagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari masing-

masing 3 (tiga) Seksi terdiri dari :

(1)

(2)

(3)

(4)
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a. Dinas;

b. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi
Publik.

c. Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari :

1. Seksi Penataan Sarana Prasarana pemerintahan

Desa;

2. Seksi Keuangan dan Aset Desa;

3. Seksi Administrasi Produk Hukum Desa dan

Peningkatan Kapasitas.

d. Bidang Kelembagaan Desa terdiri dari :

1. Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Desa;

2. Seksi Perencanaan dan Evaiuasi Desa;

3. Seksi Perlindungan Masyarakat dan Desa Adat.

e. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa terdiri dari :

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Pelayanan Sosial Dasar;

2. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa, Sumber

Daya Aiam dan Teknoiogi Tepat Guna;

3. Seksi Pembangunan Sarana prasarana.

f. Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan terdiri dari :

1. Seksi Pembangunan Ekonomi dan Kerjasama

Kawasan Perdesaan;

2. Seksi Pembangunan Sarana prasarana Kawasan

Perdesaan;

3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan

Perdesaan.

(5) Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
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12. Ketentuan Pasal 17 ayat (a) diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 17

(1) Dinas Perhubungan merupakan unsllr pelaksana urlrsan
Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala

Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab

kepada Gubernur meialui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas melaksanakan urusan perhubungan

yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas
pembantuan kepada daerah provinsi.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2| Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan,

pelayaran, dan perkerataapian dengan lingkup
tugasnya;

b. pelaksanaan kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan,

pelayaran, dan perkerataapian dengan lingkup
tugasnya;

c. pelaksanaan evaluasi lalu lintas dan angkutan jalan,

pelayaran, dan perkerataapian dengan lingkup
tugasnya;

d. pelaksanaan administrasi 1a1u lintas dan angkutan
jaIan, pelayaran, dan perkerataapian dengan lingkup
tugasnya;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu)

Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4
(empat) Bidang yang terdiri dari masing-masing 3 (tiga)

Seksi terdiri dari :

a. Dinas;
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b. Sekretariat terdiri dari :

i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi
Publik.

c. Bidang Lalu Lintas Jalan terdiri dari :

1. Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan;

2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan;

3. Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.

d. Bidang Angkutan Jalan terdiri dari :

1. Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek;

2. Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan

Angkutan Barang;

3. Seksi Terminal.

e. Bidang Pelayaran terdiri dari :

1. Seksi Kepelabuhanan;

2. Seksi Badan Usaha dan Jasa Angkutan

Pelayaran;

3. Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat, Angkutan

Sungai, Danau dan Penyeberangan.

f. Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan terdiri
dari :

1. Seksi perkeretaapian;

2. Seksi lingkungan perhubungan;

3. Seksi pemaduan moda dan teknologi

perhubungan.

p. Unit Pelaksana Teknis Prasarana perhubungan Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan,

terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pengoperasian Prasarana dan Sarana Lalu

Lintas dan Angkutan Jaian;

4. Seksi Pengawasan dan Pengendalian prasarana

dan Sarana Lalu Lintas dan Angkutan Jaian.
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q. Unit Pelaksana Teknis Angkutan Danau dan
Penyeberangan Dinas Perhubungan terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan;

4. Seksi Keselamatan dan pengawasan.

(5) Bagan Organisasi Dinas perhubungan sebagaimana

tercantum daiam Lampiran XV sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

13. Ketentuan Pasal 18 ayat (a) diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 18

(1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur
pelaksana urusan Pemerintah provinsi, yang dipimpin
oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris
Daerah.

(2) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meiaksanakan

urlrsan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang

statistik dan bidang persandian yang menjadi

kewenangan provinsi dan tugas pembantuan kepada

daerah provinsi.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) Dinas Komunikasi dan Informatika

menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan informasi dan komunikasi
publik, aplikasi informatika, statistik sektoral,

persandian untuk pengamanan informasi sesuai

dengan lingkup tugasnya;

b. pelaksanaan kebijakan informasi dan komunikasi
publik, aplikasi informatika, statistik sektoral,

persandian untuk pengamanan informasi sesuai

dengan lingkup tugasnya;

c. pelaksanaan evaluasi informasi dan komunikasi

publik, aplikasi informatika, statistik sektoral
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persandian untuk pengamanan informasi sesuai

dengan lingkup tugasnya;

d. pelaksanaan administrasi informasi dan komunikasi
publik, aplikasi informatika, statistik sektoral,

persandian untuk pengamanan informasi sesuai

dengan lingkup tugasnya;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur
terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A,

terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga)

Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari
masing-masing 3 (tiga) Seksi terdiri dari :

a. Dinas;

b. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi

Publik.

c. Bidang Pengelolaan Informasi Publik terdiri dari :

1. Seksi Opini trublik;

2. Seksi Informasi Publik;

3. Seksi Media Publik.

d. Bidang Pengelola Komunikasi Publik terdiri dari :

i. Seksi Layanan Informasi Publik;

2. Seksi Statistik Sektorai;

3. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik.

e. Bidang Teknoiogi Informasi dan Komunikasi terdiri
dari :

1. Seksi Infrastruktur;

2. Seksi Pengolahan Data;

3. Seksi Sandi Telekomunikasi dan Keamanan

Informasi.

f. Bidang Layanan e- Government terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Apiikasi;

2. Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government;

3. Seksi Tata kelola e-Government.
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(5) Bagan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
sebagaimana tercantum daiam Lampiran XVi sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur
ini.

14. Ketentuan Pasal 19 ayat (a) diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 19

(1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan

unsur pelaksana urusan Pemerintah Provinsi, yang

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan

dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melaiui

Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan

umsan bidang pemberdayaan koperasi, bidang

pemberdayaan usaha kecil, bidang kelembagaan, bidang

pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang menjadi

kewenangan provinsi dan tugas pembantuan kepada daerah

provinsi.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan pemeriksaan dan pengawasan

koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan

pelatihan perkoperasian, pemberdayaan perlindungan

koperasi, pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil

dan usaha mikro, pengembangan usaha kecil dan usaha

mikro sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pelaksanaan kebijakan pemeriksaan dan pengawasan

koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan

pelatihan perkoperasian, pemberdayaan perlindungan

koperasi, pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil

dan usaha mikro, pengembangan usaha kecil dan usaha

mikro sesuai dengan lingkup tugasnya;
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c. pelaksanaan evaluasi pemeriksaan dan pengawasan

koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan
pelatihan perkoperasian, pemberdayaan perlindungan

koperasi, pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil

dan usaha mikro, pengembangan usaha kecil dan usaha

mikro sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pelaksanaan administrasi pemeriksaan dan pengawasan

koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan
peiatihan perkoperasian, pemberdayaan perlindungan
koperasi, pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil

dan usaha mikro, pengembangan usaha kecil dan usaha
mikro sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur
terkait dengan tugas dan fungsinya.

{4\ Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A,

terdiri dari 1 (satu) sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) sub
Bagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari masing-

masing 3 (tiga) Seksi terdiri dari :

a. Dinas;

b. Sekretariat terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi
Publik.

c. Bidang Kelembagaan terdiri dari:

1. Seksi Kelembagaan;

2. Seksi Monitoring, Evaluasi, Laporan dan Data;

3. Seksi Pengelolaan Data.

d. Bidang Pemberdayaan Koperasi terdiri dari:

1. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;

2. Seksi Peningkatan Kuaiitas Sumber Daya Manusia

Koperasi;

3. Seksi Pengembangan, Penguatan dan perlindungan

Koperasi.

e. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan terdiri dari:

1. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;

2. Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha;



_49_

3. Seksi Penetapan peraturan dan Sanksi.

f. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil terdiri dari:

1. Seksi Fasilitasi Usaha Kecii;

2. Seksi Pengembangan, Penguatan dan perlindungan

Usaha Kecil;

3. Seksi Peningkatan Kewirausahaan.

g. Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Koperasi dan Usaha

Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Peiatihan dan Pengajaran;

4. Seksi Monitoring dan Evaluasi.

(5) Bagan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan

Gubernur ini.

15. Ketentuan Pasal 2r ayat {a) diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 21

(1) Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana

urusan Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang

Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang

Pemuda dan Olahraga yarrg menjadi kewenangan provinsi

dan tugas pembantuan kepada daerah provinsi.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat t2l Dinas Pemuda dan Oiahraga menyelenggarakan

fungsi:

a. perumusan kebijakan kepemudaan, keolahragaan,

kepramukaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pelaksanaan kebijakan kepemudaan, keolahragaan,

kepramukaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. peiaksanaan evaluasi kepemudaan, keolahragaan,

kepramukaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
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d. pelaksanaan administrasi kepemudaan, keolahragaan,

kepramukaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. peiaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur
terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1

(satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagiarr dan 4

(empat) Bidang yang terdiri dari masing-masing 3 (tiga)

Seksi terdiri dari :

a. Dinas;

b. Sekretariat terdiri dari :

1- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Program, Akuntabiiitas dan Informasi

Pubiik.

c. Bidang Layanan Kepemudaan terdiri dari :

1. Seksi Penyadaran Pemuda;

2. Seksi Pemberdayaan Pemuda;

3. Seksi Pengembangan Pemuda.

d. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga :

1. Seksi Pembakatan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

dan Tenaga Keoiah ragaarr;

2. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga prestasi;

3. Seksi Standarisasi Olahraga.

e. Bidang Pembudayaan Olahraga terdiri dari :

1. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Oiahraga;

2. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan

Khusus;

3. Seksi Penghargaan Olahraga.

f. Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan terdiri dari :

1. Seksi Sarana prasarana Pemuda;

2. Seksi Sarana prasarana Olahraga;

3. Seksi Kemitraan Pemuda dan Oiahraga.

g. Unit Pelaksana Teknis Kebakatan Olahraga Dinas

Pemuda dan Olahraga terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;
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3. Seksi Pembinaan dan pengasuhan;

4. Seksi Pelatihan Olahraga.

h. Unit Pelaksana Teknis pengelolaan Kawasan pusat

Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha.

(5) Bagan Organisasi Dinas pemuda dan Oiahraga
sebagaimana tercantum dalam Lampiran xlx sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

16. Ketentuan Pasal 22 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 22

(1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana

urusan Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang

Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab

kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang
Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi kewenangan provinsi
dan tugas pembantuan kepada daerah provinsi.

(3) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

{2} Dinas Kebudayaan dan pariwisata menyelenggarakan

fungsi:

a. perumusan kebijakan kebudayaan, kesenian tradisional,
cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, destinasi
pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi
kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak
intelektual, pengembangan sumber daya periwisata dan
ekonomi kreatif sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pelaksanaan kebijakan kebudayaan, kesenian tradisional,
cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, destinasi
pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi
kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak
intelektual, pengembangan sumber daya periwisata dan
ekonomi kreatif sesuai dengan lingkup tugasnya;
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c. pelaksanaan evaluasi kebudayaan, kesenian tradisional,

cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, destinasi
pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi
kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak
inteiektual, pengembangan sumber daya periwisata dan

ekonomi kreatif sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pelaksanaan administrasi kebudayaan, kesenian

tradisional, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya,

destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan

ekonomi kreatif melaiui pemanfaatan dan perlindungan hak
intelektual, pengembangan sumber daya periwisata dan

ekonomi kreatif sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari I (satu)

Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat)

Bidang yang terdiri dari masing-masing 3 {tiga) Seksi terdiri
dari:

a. Dinas;

b. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.

c. Bidang Seni, Budaya dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Dan Pelestarian Seni Budaya;

2. Seksi Kerjasama Lembaga Budaya;

3. Seksi Perfilman dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

d. Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan terdiri dari :

1. Seksi Pelestarian Sejarah dan Kepurbakalaan;

2. Seksi Informasi sejarah;

3. Seksi Perlindungan dan Pengawasan Sejarah

Kepurbakaiaan.

e. Bidang Bina Pemasaran Pariwisata terdiri dari:

1. Seksi Promosi Pariwisata;

2. Seksi Distribusi dan Informasi Pariwisata;

3. Seksi Sadar wisata.
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f. Bidang Bina Objek dan Usaha Pariwisata terdiri dari:

1. Seksi Pengembangan Objek Wisata;

2. Seksi Usaha Pariwisata;

3. Seksi Monitoring Dan Evaluasi Pariwisata.

g. Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pagelaran Seni Budaya;

4. Seksi Sarana Prasarana.

h. Unit Pelaksana Teknis Museum Negeri Provinsi Sumatera

Utara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub BagianTata Usaha;

3. Seksi Koleksi dan Edukasi;

4. Seksi Konservasi dan Reperasi.

(5) Bagan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

17. Ketentuan Pasal 24 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 24

Dinas Keiautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana

urusan Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang

Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung

jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada

ayat t1) mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang

Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan provinsi

dan tugas pembantuan kepada daerah provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat {2) Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan

fungsi:

a. perumusan kebijakan perikanan tangkap, perikanan

budidaya, pengawasan sumber daya keiautan dan

(1)

(2)

(3)
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perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pelaksanaan kebijakan perikanan tangkap, perikanan

budidaya, pengawasan sumber daya kelautan dan
perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perikanan tangkap,

perikanan budidaya, pengav/asan sumber daya kelautan

dan perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil
perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pelaksanaan administrasi perikanan tangkap, perikanan

budidaya, pengawasan sumber daya kelautan dan
perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1

(satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan

4(empat) Bidang yang terdiri dari masing-masing 3 (tiga)

Seksi terdiri dari:

a. Dinas;

b. Sekretariat terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi

Pubiik.

c. Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Perikanan terdiri dari :

1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Budi Daya lkan;

2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pengolahan

dan Pemasaran Hasil Perikanan;

3. Seksi Pembinaan Usaha Budi Daya, Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Perikanan.

d. Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari:

1. Seksi Pengolahan dan Pemanfaatan Sumber Daya

Perikanan Tangkap;
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2. Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan, Kapal

Perikanan dan Alat Tangkap lkan;

3. Seksi Pengelolaan Kepelabuhan Perikanan dan

Kenelayanan.

e. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri

dari:

1. Seksi Pengeloiaan Wilayah Pesisir dan

Pemberd ay aarr M asyarakat;

2. Seksi Pengeioiaan Kawasan Konservasi dan Sumber

Daya Pengawasan Perikanan Tangkap;

3. Seksi Pembinaan Usaha Kawasan Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil.

f. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan terdiri dari:

1. Seksi Pengawasan Perikanan Tangkap, Kawasan

Pesisir dan Pulau Pulau Kecil;

2. Seksi Pengawasan Budidaya Ikan, Pengoiahan dan

Pemasaran Hasil Perikanan;

3. Seksi Penanganan Pelanggaran dan Penegakan

Hukum Bidang Kelautan dan Perikarrafl.

g. Unit Pelaksana Teknis Penerapan Mutu Hasil Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan;

4. Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan.

j. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai

Pulau Tello Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Sarana Dan Prasararia;

4. Seksi Operasional Pelabuhan Perikanan.

k. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai
Tanjung Balai Asahan Dinas Kelautan dan Perikanan
terdiri dari:
1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Sarana dan Prasarar,a;
4. Seksi Operasional Pelabuhan Perikanan.
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l. Unit Pelaksana Teknis Budidaya Ikan Air payau dan

Laut Provinsi sumatera utara berkedudukan di Sialang

Buah, Kabupaten Serdang Bedagai dengan wilayah kerja

Seluruh KabupatenlKota di Sumatera Utara terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Produksi;

4. Seksi Pengembangan dan Penerapan Teknoiogi.

(5) Bagan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan

sebagaimana tercantum daiam Lampiran XXIi sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

18. Ketentuan Pasal 25 ayat (a) diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 25

(i) Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana urllsan
Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas,

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada

Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang Kehutanan

yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan

kepada daerah provinsi"

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) Dinas Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan pengelolaan hutan konservasi

sumber daya hayati dan ekosistem, pendidikan dan

pelatihan, penyuiuhan dan pemberdayaan masyarakat di

bidang kehutanan pengelolaan daerah aliran sungai dan

pengawasan kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pelaksanaan kebijakan pengeiolaan hutan konservasi

sumber daya hayati dan ekosistem, pendidikan dan

pelatihan, penlruluhan dan pemberdayaan masyarakat di

bidang kehutanan pengelolaan daerah aliran sungai dan

pengawasan kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. peiaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan hutan

konservasi sumbet daya hayati dan ekosistem, pendidikan
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dan pelatihan, penyuluhan dan pemberd ayaan masyarakat

di bidang kehutanan pengelolaan d'aerah aliran sungai dan

pengawasan kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pelaksanaan administrasi pengelolaan hutan konservasi

surnberdayahayatidanekosistem'pendidikandan
peiatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di

bidang kehutanan pengelolaan daerah aliran sungai dan

pengawasan kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. pelaksanaan tugas iain yang diberikan oleh Gubernur

terkait dengan tugas dan fungsinya'

(4) Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan Tipe A' terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang

terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang

terd'iri dari masing-masing 3 (tiga) Seksi terdiri dari:

a. Dinas;

b- Sekretariat terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan KePegawalan;

2' Sub Bagian Keuangan;

3.SubBagianProgram,AkuntabilitasdanlnformasiPublik.

c. Bidang Penatagunaan hutan terdiri dari:

1. Seksi inventarisasi dan jasa lingkungan;

2' Seksi Penataan kawasan hutan;

3' Seksi pengukuran d'an perpetaan hutan'

d. Bidang Rehabiiitasi hutan dan lahan terdiri dari :

1' Seksi perhutanan sosial dan kemitraan;

2' Seksi penyuluhan dan pembenihan;

3' Seksi rehabilitasi hutan dan pengelolaan daerah aliran

sungai'

e. eidang Pengusahaan hutan terdiri dari:

1' Seksi Pemanfaatan 
hutan alam;

2' Seksi pemanfaatan hutan tanaman;

3' Seksi iuran' peredaran dan industri hasil hutan'

f' Bidang perlind'ungan hutan terdiri dari:

1' Seksi Pengamanan 
hutan' 1^-^ lznn

2' Seksi pengend'alian kebakaran hutan dan konservasr

sumber daYa alam;

3' Seksi Penegakan hukum'
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g. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan pengelolaan Hutan
Wilayah I Dinas Kehutanan, terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Perencanaan dan pemanfaatan hutan;

4. Seksi perlindungan dan pemberdayaan masyarakat.

h. Unit Peiaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan
Wilayah II Dinas Kehutanan, terdiri dari:

1. Sub Bagian Tata Usaha;

2. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;

3. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaari Masyarakat.

i. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan pengelolaan Hutan
Wilayah III Dinas Kehutanan, terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;

4. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
j. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan

Wiiayah IV Dinas Kehutanan, terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;

4. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.

k. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan
Wilayah V Dinas Kehutanan, terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;

4. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.

1. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan

Wilayah VI Dinas Kehutanan, terdiri dari:

1. Unit Peiaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;

4. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.

m. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan

Wilayah VII Dinas Kehutanan, terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;
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2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;

4. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.

n. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan
Wilayah VIII Dinas Kehutanan, terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;

4. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.

o. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan

Wilayah IX Dinas Kehutanan, terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;

4. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.

p. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan

Wiiayah X Dinas Kehutanan, terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;

4. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.

q. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan

Wiiayah XI Dinas Kehutanan, terdiri dari:

1. Unit Peiaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;

4. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.

r. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengeloiaan Hutan

Wilayah XII Dinas Kehutanan, terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;

4. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.

s. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan

Wilayah XiII Dinas Kehutanan, terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2" Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
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4. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.

t. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengeloiaan Hutan

Wilayah XIV Dinas Kehutanan, terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;

4. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.

u. Unit Peiaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan

Wilayah XV Dinas Kehutanan, terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;

4. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.

v. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan

Wilayah XVI Dinas Kehutanan, terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;

4. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.

w. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Taman Hutan

Raya Bukit Barisan Dinas Kehutanan, terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub tsagian Tata Usaha;

3. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;

4. Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya

Alam.

(5) Bagan Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran XXIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Gutrernur ini.

l9.Ketentuan Pasal 26 ayat (a) diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 26

(1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur
pelaksana urusan Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh

seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan
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bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris

Daerah.

(2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana

dimaksud pada ayat (i) mempunyai tugas meiaksanakan

urusan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang

menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan

kepada daerah provinsi.

(3) Untuk meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat {2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan geologi mineral dan batu bara,

energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan sesuai

dengan lingkup tugasnya;

b. pelaksanaan kebijakan geologi mineral dan batu bara,

energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan sesuai

dengan lingkup tugasnya;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan geologi mineral dan

batu bara, energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan

sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pelaksanaan administrasi geologi mineral dan batu bara,

energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan sesuai

dengan lingkup tugasnya;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A,

terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub

Bagian dan 4 (empat) Bidang, terdiri dari:

a. Dinas;

b. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Sub Bagian Keuangan

3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi

Publik;

c. Bidang Mineral dan Batubara;

d. Bidang Geologi dan Air Tanah;

e. Bidang Energi;

f. Bidang Ketenagalistrikan;
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g. Unit Pelayanan Teknis Laboratorium Energi dan Sumber

Daya Mineral berkedudukan di Kota Medan, terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha ;

3. Seksi Pemetaan;

4. Seksi Laboratorium.

h. Cabang Dinas Wilayah I Dinas Energi dan Sumber Daya

Mineral berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang,

terdiri dari:

1. Cabang Dinas;

2. Sub Bagian Tata Usaha ;

3. Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral ;

4. Seksi Energi dan Ketenagalistrikan.

i. Cabang Dinas Wilayah II Dinas Energi dan Sumber Daya

Mineral berkedudukan di Kabupaten Humbang

Hasundutan, terdiri dari:

1. Cabang Dinas;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral;

4. Seksi Energi dan Ketenagalistrikan.

j. Cabang Dinas Wilayah III Dinas Energi dan Sumber Daya

Mineral berkedudukan di Kabupaten Pematang Siantar,

terdiri dari:

1. Cabang Dinas;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral;

4. Seksi Energi dan Ketenagalistrikan.

k. Cabang Dinas Wilayah IV Dinas Energi. dan Sumber Daya

Mineral berkedudukan di Kabupaten Labuhan Batu,

terdiri dari:

1. Cabang Dinas;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral;

4. Seksi Energi dan Ketenagalistrikan.

L Cabang Dinas Wilayah V Dinas Energi dan Sumber Daya

Mineral berkedudukan di Kabupaten Tapanuli Tengah,

terdiri dari:

i. Cabang Dinas;
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2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Geologi dan Sumber Daya Minerai;

4. Seksi Energi dan Ketenagalistrikan.

m. Cabang Dinas Wilayah VI Dinas Energi dan Sumber Daya

Mineral berkedudukan di Kahrupaten Mandailing Natal,

terdiri dari:

1. Cabang Dinas;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Geoiogi dan Sumber Daya Mineral;

4. Seksi Energi dan Ketenagalistrikan.

n. Cabang Dinas Wilayah VII Dinas Energi dan Sumber

Daya Mineral berkedudukan di Katrupaten Gunung

Sitoli, terdiri dari:

1. Cabang Dinas;

2. Sub Bagian Tata Usaha ;

3. Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral ;

4. Seksi Energi dan Ketenagalistrikan.

(5) Bagan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

20. Ketentuan Pasal 27 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

PasaL 27

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur

pelaksana urusan Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh

seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris

Daerah.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan

urusan bidang Perindustrian dan Perdagangan yang

menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan

Kepada Daerah Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2\ Dinas Perindustrian dan Perdagangan

menyelenggarakan fungsi :

{u

(2)

(3)
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a. perumlrsan kebijakan perencanaan pembangunan

industri, sistem informasi industri nasional, perijinan

dan pendaftaran perusahaan sarana di distribusi

perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok

dan barang penting, pengembangan ekspor, standarisasi

dan periindungan konsumen sesuai dengan lingkup

tugasnya;

b. pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan

industri, sistem informasi industri nasional, perijinan

dan pendaftaran perusahaan sarana didistribusi

perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok

dan barang penting, pengembangan ekspor, standarisasi

dan periindungan konsumen sesuai dengan lingkup

tugasnya;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan

pembangunan industri, sistem informasi industri

nasional, perijinan dan pendaftaran perusahaan sarana

distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang

kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan

ekspor, standarisasi dan perlindungan konsumen sesuai

dengan lingkup tugasnya;

d. pelaksanaan administrasi perencanaan pembangunan

industri, sistem informasi industri nasional, perijinan

dan pendaftaran perusahaan sarana didistribusi

perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok

dan barang penting, pengembangan ekspor, standarisasi

dan perlindungan konsumen sesuai dengan lingkup

tugasnya;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

terkait dengan tugas dan fungsinya.

Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A,

terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub

Bagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari masing-

masing 3 (tiga) Seksi, terdiri dari :

a. Dinas;
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b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi

Publik.

c. Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka,

terdiri dari :

1. Seksi Industri Logam Dasar Fero dan Non Fero;

2. Seksi Industri Mesin, Peralatan Rekayasa dan

Rancang Bangun;

3. Seksi Industri Tekstil, Eiektronika dan Aneka.

d. Bidang Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan, terdiri

dari:

1. Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan;

2. Seksi Industri Kimia Hulu dan Hilir;

3. Seksi Industri Kecil dan Menengah.

e. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, terdiri dari:

1. Seksi Informasi, Kebijakan dan Pengawasan

Perdagangan;

2. Seksi Pengendalian Barang Pokok, Harga dan

Promosi;

3. Seksi Kelembagaan Usaha dan Pendaftaran

Perusahaan.

f. Bidang Perdagangan Luar Negeri, terdiri dari:

1. Seksi Ekspor;

2. Seksi Import;

3. Seksi Pengembangan Perdagangan Internasional.

g. UPT Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Medan, wilayah kerja Medan, Binjai,

Tebing Tinggi, Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai,

dan berkedudukan di Medan, terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;

4. Seksi Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha.
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UPT Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Siantar, wilayah kerja Pematang Siantar,

Simalungun, Dairi, Karo, Pakpak Bharat, Tapanuli

Utara, Toba Samosir, Humbang Hasundutan dan

Samosir, dan berkedudukan di Pematang Siantar, terdiri

dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;

4. Seksi Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha.

UPT Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kisaran, wiiayah kerja Tanjung Balai,

Asahan, Batubara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara,

Labuhan Batu Selatan, dan berkedudukan di Kisaran,

terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;

4. Seksi PemberdaSraan Konsumen dan Pelaku Usaha.

UPT Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Sibo1.ga, wilayah kerja Sibolga, Gunung

Sitoli, Padangsidempuan, Tapanuli Tengah, Mandaiiing

Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli

Selatan, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, Nias, dan

berkedudukan di Sibolga, terdiri dari :

i. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;

4. Seksi Pemberdayaar' Konsumen dan Pelaku Usaha.

Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Serti{ikasi Mutu

Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Medan,

terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha.

3. Seksi Pengujian dan Sertifikasi"

+. Seksi Kalibrasi dan Pengendalian Mutu.

J.

k.
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(5) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2L" Ketentuan Pasal 28 ayat (a) diubah sehingga berbunyi sebagai

trerikut:

Pasal 28

(1) Dinas Perkebunan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi,

yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan

dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui

Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan

pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Provinsi di

bidang perkebunan dan tugas pembantuan yang ditugaskan

kepada daerah provinsi.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) Dinas Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang produksi

perkebunan, perlindungan perkebunan, usaha tani

perkebunan dan sarana usaha perkebunan sesuai

dengan lingkup tugasnya;

b. pelaksanaan kebijakan dibidang produksi perkebunan,

perlindungan perkebunan, usaha tani perkebunan dan

sarana usaha perkebunan sesuai dengan lingkup

tugasnya;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis dibidang

produksi perkebunan, perlindungan perkebunan, usaha

tani perkebunan dan sarana usaha perkebunan sesuai

dengan lingkup tugasnya;

d. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis dibidang

produksi perkebunan, perlindungan perkebunan, usaha

tani perkebunan dan sarana usaha perkebunan sesuai

dengan lingkup tugasnya;

e. pelaksanaan administrasi teknis dibidang produksi

perkebunan, perlindungan perkebunan, usaha tani

perkebunan dan sarana usaha perkebunan sesuai

dengan lingkup tugasnya;
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f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai

dengan tugas dan fungsinya;

(4) Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari Dinas Daerah

Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Dinas yang terdiri

dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri

dari masing-masing 3 (tiga) Seksi;

a. Dinas;

b. Sekretariat terdiri dari :

i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Sub Bagian Keuangan

3. Sub Bagian Program, Akuntabiiitas dan Informasi

Pubiik;

c. Bidang Prasarana dan Sarana terdiri dari

1. Seksi Kelembagaan dan Penyuiuhan ;

2. Seksi Fupuk, Alat dan Mesin;

3. Seksi Pembiayaan dan Investasi.

d. Bidang Produksi dan Pengembangan terdiri dari :

i. Seksi Optimasi dan Pengembangan;

2. Seksi Budidaya Tanaman Semusim dan Rempah;

3. Seksi Budidaya Tanaman Tahunan dan Penyegar.

e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran terdiri dari :

1. Seksi Pembinaan Usaha :

2. Seksi Pasca Panen dan Pengoiahan Hasil;

3. Seksi Promosi dan Pemasaran hasil.

f. Bidang Perlindungan dan Penataan Sumber Daya terdiri

dari :

1. Seksi Pengamatan dan Pengendalian Organisme

Pengganggu Tanaman;

2. Seksi Gangguan Usaha dan Konservasi.;

3. Seksi Penataan Sumber Daya.

g. Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Dinas Perkebunan

terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pelayanan Teknis Perbenihan:

4. Seksi Pengembangan Usaha Perbenihan"
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h. Unit Pelaksana Teknis Benih Induk Tanaman

Perkebunan Dinas Perkebunan, terdiri dari :

i. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pengelolaan Produksi;

4. Seksi Pelayanan Teknis.

i. Unit Pelaksana Teknis Proteksi Tanaman Dinas

Perkebunan terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha

3. Seksi Pelayanan Teknis Proteksi;

4. Seksi Pengembangan Proteksi.

(5) Bagan Organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran XXVI sebagai bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Gubernur ini.

22. Ketentuan Pasal 29 ayat (a) diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 29

(1) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur

pelaksana urlrsan Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh

seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada Gubernur meialui Sekretaris

Daerah.

(2) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan

urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang menjadi

kewenangan provinsi dan tugas pembantuan Kepada

Daerah Provinsi.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat {21 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

menyelenggarakan fungsi :

a. perumllsan kebijakan sarana prasarana pertanian,

pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian

sesuai dengan lingkup tugasnya;
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b. pelaksanaan kebijakan sarana prasarana pertanian,

pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian

sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sarana prasarana

pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana

pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pelaksanaan administrasi sarana prasarana pertanian,

pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian

sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. peiaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

terkait dengan tugas dan fungsinya.

Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

sebagaimana dimaksud pada ayat {1) merupakan Tipe A,

terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub

Bagian dan 4 {empat) Bidang yang terdiri dari masing-

masing 3 (tiga) Seksi, terdiri dari :

a. Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan ;

3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi

Publik;

c. Bidang Sarana dan Prasararra, terdiri dari :

1. Seksi Lahan dan Irigasi ;

2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin ;

3. Seksi Pembiayaan dan Investasi.

d. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari:

1. Seksi Serealia;

2. Seksi Aneka Kacang dan Umbi;

3. Seksi Perbenihan dan Standarisasi.

e. Bidang Hortikultura, terdiri dari:

1. Seksi Buah dan Fiorikultura;

2" Seksi Sayuran dan Tanaman Obat;

3. Seksi Perbenihan dan Penanganan Mutu.
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Bidang Penyuluhan, terdiri dari :

1. Seksi Kelembagaan Penyuluhan;

2. Seksi Ketenagaan Penlruluhan;

3. Seksi Penyelenggaraan dan Informasi Penl'uluhan.

Unit Pelaksana Teknis Benih Induk Hortikultura Arse

Sipirok Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri

dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pelayanan Teknis;

4. Seksi Produksi.

Unit Pelaksana Teknis Benih Induk Hortikultura

Kutagadung Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura,

terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pelayanan Teknis;

4. Seksi Produksi.

Unit Pelaksana Teknis Benih Induk Hortikultura Gedung

Johor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri

dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pelayanan Teknis;

4. Seksi Produksi.

Unit Pelaksana Teknis Sertifikasi Benih Tanaman

Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan

Hortikultura, terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Kultivar, Sertifikasi dan Pengawasan Benih

Tanaman Pangan;

4- Seksi Kultivar, Sertifikasi dan Pengawasan Benih

Hortikultura.

h.

J.
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Unit Pelaksana Teknis Benih Induk Aneka Tanaman

Gabe Hutaraja Dinas Tanaman Pangan dan

Hortikultura, terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pelayanan Teknis;

4. Seksi Produksi.

1. Unit Pelaksana Teknis Benih Induk Padi Tanjung

Morawa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura,

terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pelayanan Teknis;

4. Seksi Produksi.

Unit Pelaksana Teknis Benih Induk Palawija Tanjung

Selamat Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura,

terdiri. dari :

1. Unit Pelaksana Teknis;

2- Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pelayanan Teknis;

4. Seksi Produksi.

Unit Pelaksana Teknis Mekanisasi Pertanian Dinas

Tanaman Pangan dan Hortikuitura, terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pelayanan Teknis;

4. Seksi Produksi.

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman Pangan

dan Hortikuitura Dinas Tanaman Pangan dan

Hortikultura, terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pengamatan dan Pengendalian Organisme

Pengganggu Tanaman;

4. Seksi Pengamatan dan Penanganan Dampak

Perubahan Iklim.

n.

o.
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p. Unit Pelaksana Teknis Peiatihan dan PenSruluhan

Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

terdiri dari :

1. Unit Peiaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pelatihan;

4. Seksi Pelayanan Teknis Penyuluhan.

q. Unit Pelaksana Teknis Benih Induk Aneka Umbi Dinas

Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pelayanan Teknis;

4. Seksi Produksi.

s. Unit Pelaksana Teknis Benih Induk Aneka Tanaman

Pantai Timur Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Peiayanan Teknis;

4. Seksi Produksi.

t. Unit Pelaksana Teknis Benih Induk Tanaman Hias dan

Biofarmaka Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Tanaman Hias'

4. Seksi Biofarmaka.

(5) Bagan Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
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Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,

Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

pada tanggal

memerintahkan

penempatannya

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 12 Maret 2018

GUBERNUR SUMATERA UTARA.

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 13 Maret 2018

P1t. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

IBNU SRI HUTOMO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 6

Salinan Aslinya
KEPA M,

Pembina U Muda (IV/c)
NrP.19590227 198003 1 004



BAGAN ORGANISASI DINAS PEND]DIKAN PROVINSI
SUMATERA UTARA

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2018

TANGGAL 12 MARET 2018

DINAS

SUB BAGIAN
PROGRAM, DAN TUGAS

PEMBANTUAN

SUB BAGIAN
UMUM DAN

KEPEGAWA]AN

BIDANG

PtrMBINAAN DAN KETENAGAAN

B]DANO

PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS

BIDANG
PEMBINAAN SEKOLAH

MENENGAH KEJURUAN

Aslinya
M,

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Muda (IV/c) TENGKU ERRY NURADI
NIP.19590227 198003 I 004



RAGA]\ ORGANISASI DINAS KtrStrHATAN
PROVINS1 SUMATERA UTARA

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 6TAHUN 2018
TANGGAL 12 MARET 2018

SUB BAGIAN
KEUANGAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

Aslinya
UM,

Pembina Muda (lV/c)

DINAS

KELOMPOK
JABATAN FUNGSiONAL

BIDANG

ST]MBER DAYA KtrStrHATAN

BIDANG

PELAYANAN KESEHATAN

BlDANG
PtrNCtrGAHAN DAN

PtrNGtrNDALIAN PtrNYAKIT

BIDANG

KEStrHATAN MASYARAKAT

SEKSI
KEFARMAS]AN

SEKSI
PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN

TRADiSIONAL

StrKSI

KEStrHATAN KELUARCA DAN GIZ]

StrKSI
ALNT KES]IHATAN DAN

PDRI]EKALAN XESEHATAN
RUMAII TANGGA

SEKSI
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

SEKSl
PROMOSi DAN PEMBERDAY,{AN

MASYARAKAT

SEKSI

SUMBtrR DAYA MANUSIA
KEStrHATAN

SEKSI

AKRED]TASI FAS]LITASI PELAYANAN
KESEHATAN DAN JAMINAN KESEHATAN

SEKSl

KESEHATAN LlNGKUNGAN DAN
KDSEHATAN KERJA

SEI(RETARIAT

SUB BAGIAN PROGRAM,
AKUNTABILITAS DAN
INFORMASI PUBLIK

SUB BAGIAN
UMUM DAN

KtrPEGAWAIAN

SEKSI

SURVEILtrNS DAN IMMUNISASI

StrKSI
PENCEGAHAN DAN

PENGENDAI,IAN PENYAK]T
MtrNULAR

SEKSI

PENC]'GAHAN DAN PENGDNDALIAN

PI]NYAKIT T]DAK MENULAII

TBNGKU ERRY NURADI
NIP.195902 8003 I O04



BAGAN ORGANISASI DINAS B1NA MARGA
DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI

SUMATERA UTARA

Salinan ngan
HUKKE

Pembina U uda

UP]"D

LAMPiRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 6TAHUN2018
TANGGAL 12 MARET 2018

SUB BAG]AN
KEUANGAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

(IV/c)
1 004

DINAS
SEKRETARIAT

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN

UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN
PROGRAM,

AKUNTABIL]TAS DAN
INFOI?MASI I'UBI-IK

BIDANG

PERENCANAAN DAN EVALUAS]

BIDANG
PEMBANGUNAN JALAN DAN

JEMBATAN

BIDANG
PEMELIHARAAN JALAN DAN

JEMBATAN

BIDANO

BINA KONSTRUKSI

SEKSI
PERtrNCANAAN JALAN

SEKSI
PEMBANGUNAN JALAN

SEKSI
PEMELIHARAAN JALAN

SEKSI
PtrNGATURAN

SEKSI
PERENCANAAN JEMBATAN

SEKSI
PEMBANGUNAN JEMBATAN

SEKSI
PtrMELIHARAAN JEMBATAN

SEKS]
PEMBERDAYAAN

SEKSI
EVALUASI DAN PELAPORAN

SEKS]
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

PEMBANGUNAN

SEKSI
PENGENDAL]AN DAN PENGA\MASAN

PEMELlHARAAN

SEKS]
PENGAWASAN

NtP.t9590227 198003



RAGAN ORGAN]SASI

DINAS PERLTMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI SUMATtrRA UTARA

Salinan
KE

Pembina Muda (IV/c)
1 004

DINAS
SEKRETAITIAT

KtrLOMPOK
.]ABATAN ITUNGSIONAL SUB BAGIAN

PROGRAM,
AKUNTAB]LITAS DAN
INFORMASI PUBLIK

SUB BAGIAN
UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN
KEUANGAN

BIDANG
PRASARANA, S,qRANA DAN

UTILITAS UMUM

BIDANG

KAWASAN PtrRMUKIMAN

BIDANC
RUMAH SWADAYA

BiNANG

RUMAH UN,{UM

StrKSi
PENDATAAN DAN
PERENCANAAN

SEKSI

PtrNDATAAN DAN PERENCANAAN

SEXSISEKSI

PtrNDATAAN DAN PERENCANAAN PENDATAAN DAN PtrRtrNCANAAN

StrKSI

PELAKSANAAN

StrKSI
PtrNCEGAHAN DAN PENiNGKATAN

Ki]ALITAS

SEKSISEKSI

PENYTDiAAN DAN PEMBIAYAAN PEMRERDAYAAN DAN PtrLAK$ANA,AN

SEKSi
MONITORING DAN

EVALUASi

SEi<SI

PEMANFAATAN DAN PBNGENDAL]AN

SBKSIStrKSl

MONITORING DAN MONITORING DAN EVALIJ.ASI

LAMPIRAN lV PERATURAN GUBERNUR SUMATtrRA UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2018
TANGGAL 12 MARUI] 2018

GUBERNUR SUMATBRA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADINIP.19590227 1 S8003



BAGAN ORGANISASI DINAS SUMBER DAYA
AIR, CIP{IA KARYA DAN TATA RUANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

Salinan
KE ALA

Pembina uda

UPTD

LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TANGGAL 12 MARET2018

SUB BAGIAN
KEUANGAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

DINAS

KtrLOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG
PENGEMBANGAN JARINGAN

SUMBtrR AIR

BIDANG

CIPTA KARYA

BIDANG

TATA RUANG

BIDANG

JARINGAN PEMANFAATAN AIR

SEKSI
PERENCANAAN SUMBER DAYA

AIR

SEKSI

PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN

SEKSI

PENGATURAN DAN PEMBINAAN

SEKSI
PDRENCANAAN JARINGAN

AIR

StrKSI
PEMBANGUNANDAN SUMBER

DAYA AIR

SEKSI
PELAKSANAAN AIR MINUM DAN

PENYEHATAN LINGKUNGAN

SEKSI

PELAKSANAAN PENATAAN RUANG

SEKSI
PEMBANGUNAN JARINGAN

AIR

SEKSI

OPERASI DAN PEMELIHARAAN
SUMBER DAYA AIR

SEKSI

PELAKSANAAN PENATAAN E}ANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

SEKSI
PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG

SEKSI
OPERAS] DAN

PtrMELIHARAAN JARINGAN
AIR

SUB BAGIAN
UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUR EIAG1AN PROGI]AM,
AKUNTABILITAS DAN
INFORMASI PURI,IK

NIP.1 DJ



BAGAN ORGAN]SASI

DINAS SOS]AL PROVINSI SUMATERA UTARA

Salin
K AI,A

Pembina 'rlcl
004

DINAS

SEKRETARIAT

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN
PROGRAM,

AKUNTABILITAS DAN
TNFORMASI PUBLIK

SUB BAGIAN
UMUM DAN

KtrPECAWAIAN

SUB BAGIAN
KtrUANCAN

BIDANG
PENANGANAN FAKIR

MISK]N

BlDANG
PERLINDUNGAN DAN J AMINAN

SOSIAL

BiDANG

REHABILITASI SOSIAL

BIDANG

PEMBERDAYAAN SOSIAL

SEKSiSEKS]SEKSi
PENANGANAN FATflR
MISKIN PERKOTAAN

PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN
BENCANA ALAM

PEMBERDAYAAN SOSIAL
PERORANGAN KELUARGA DAN

KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

SEKSISEKSISEKSI
PENANGANAN FAKIR
MISKIN PERDESAAN

PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN
BENCANA SOSIAL

PEMBtrRDAYAAN SOSIAL
KELEMBAGAAN MASYARAKAT

SEKSISEKSISEKS]

PENANGANAN FAKIII MISIilN
PESISIR, PULAU-PULAU KECIL

DAN PERBATASAN ANTAR NDGARA
,]AM]NAN SOS1AL KELUARGA

KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN,
KESET]AKAWANAN DAN RESTORASI

SOSIAL

SEKSl

REHAB]LITASI SOSIAL ANAK DAN
LANJUT USIA

SEKSl

REHABILITAS] SOSIAL DAN
PEMANDANG DISABILITAS

SEKSI
REHABILITAS] SOSIAL KORBAN

PERDAGANGAN ORANG,
PENYALAHGUNAAN NAPZA DAN

TUNA SOSIAI

LAMPIRAN VII PERATURAN GURBRNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 6 ?AHUN 2018
TANGGAL 12 MARET 2018

GUBtrRNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

NIP.l
uda



BAGAN ORGANISASI

DINAS TENAGA KERJA PROVINSI
SUMATERA UTARA

Salinan
KEP LA

Pembina uda

DINAS

SUB BAGiAN
UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN PROGRAM
DAN A1(UNTABII,]TAS

DAN INFORMASI PUBLIK

BIDANG
PEMBINAAN, PELATIHAN DAN

PENEMPATAN KERJA

BIDANG

HUBUNGAN INDUSTRIAL

BIDANG
PERLINDUNGAN

KETENACAKERJAAN

BIDAN

SEKSI
PENGEMBANGAN PERLUASAN

KESEMPATAN KERJA

SEKSI

P!]NOUPAHAN DAN JAMINAN SOSIAL
TENAGA KEIL'A

SEKSI
PENEGAKAN HUKUM
KETENAGAKERJAAN

SEKSI

FASILITASI PENYIAPAN I,AHAN
DAN PENYEI,TiSAIAN

PERMASALAI{AN

SEKSI

PENEMPATAN TENAGA KERJA

SEKSI

PERSYARATAN KERJA

SEKSi

NORMA KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA

SEKSI
PEMBANCUNAN
PERMUKIMAN

SEKSI
LATIHAN, STANDARISASI DAN

KOMPETENSI KER.-TA

SEKSI
PtrNYELESAIAN PERSELISIHAN

I"IUBUNGAN INDUSTRIAL

SEKS]

KETENAGAKERJAAN

SEKSl
PEMBINAAN EKONOMI

TRANSMIGRASI

LAMPIRAN VIII PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TANGGAL 12 MARET2OI8

SUB BAGIAN
KEUANGAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADINIP.19 98003 o04



UTARA

IfINAS
SEKRtrTARIAT

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN

PROGRAM,
AKUNTABILITAS DAN
INF'ORMASI PUBLIK

SUB BAGIAN
UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

BIDANG

DATA, INFORMASI GENDER DAN
ANAK

BIDANG

PEMENUHAN HAK ANAK

B]DANG
PERLINDUNCAN HAK

PEREMPUAN DAN HAK
KHUSUS ANAK

BIDANG

KUALI'IAS HIDUP PEREMPUAN DAN
KELUARGA

SEKSI SEKSI SEKS] StrKSI
XEI-EMT]AGAAN PENGARUSU'IAMAAN

OI]NDDR DAN PEMREITDAYAAN PT)REMPUAN

BIDANG EKONOMI
DATA DAN INFORMASI GENDER

LINGKUNGAN KELUARGA,
PENGASUHAN ALTERNATIF DAN

PENDIDIKAN BUDAYA

PERLINDUNGAN HAK
PEREMPUAN

SEKSI SEKSI SEKSi SEKSI

DATA DAN INFORMASI ANAK
r{AK SIPIL, INFORMASI DAN

PARTISIPASI
PERLINDUNGAN KHUSUS

ANAK

KEI.I' MRAGAAN PEN(}ARUSUl'A MAAN

GF]NDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
BIDANG SOSIAL POLITIK DAN I.IUKUM

SEKSI SEKSI SEKS] SEKSI

SISTEM DATA DAN INFORMASI
KESEHATAN DASAR DAN

KESEJAHTERAAN
DATA KEKERASAN

PEREMPUAN DAN ANAK

KELTJ MBAGAAN PENGARUSUI'AMAAN
CiIJNDEII I )AN i'EM]3EI?DAYAAN PI'REMPUAN

FJIDANG KUALTIAS KELUARGA

BAGAN ORGANISAS]

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA

Salinan
KEP

Pembina LftamalMuda

UPTD

LAMPIRAN IX PERA'I'URAN GUBERNUR SUMATEI1A UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TANGGAL 12 MARET 2O1B

SUB BAGIAN
KEUANGAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NI]RADT

(IVlc)
1 004NrP.19590227 198003



SUSIJNAN ORGANISASI DINAS
PANGAN DAN PETtrRNAKAN

SUMATERA IJTARA

KtrTAHANAN
PROVINSI

Salinan
KEP UPTD

LAMPIRAN X PtrRATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TANGGAL 12 MARtrT2OlB

SUB BAGIAN
KtrUANGAN

SEKSI

PENGOLAHAN DAN
PtrMASARAN HASIL TERNAK

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU trRRY NURADI

Pembina Ut
NrP.195902

(IV/

DINAS

KELOMPOK
JA}3ATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN

PROGRAM,
AKUNTABILITAS DAN
INFORMASI PI]B],IK

SUB BAGIAN
UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

BIDANG
KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI

PANGAN

BIDANG
KONSUMS] DAN KEAMANAN

PANGAN

BIDANG

KESEI-IATAN HEWAN

BIDANG

PETERNAK4,N

StrKSI

KETERStrDIAAN PANGAN

SEKSI

KONSUMSJ PANGAN

StrKS]
PENGAWASAN OBAT HEWAN

SEKS]
PERBIBITAN DAN

PRODUKSI TERNAK

SEKSI

D]STRIBUSI DAN CADANGAN
PANGAN

StrKSl

PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI PANGAN

SEKSI

PENCtrGAHAN DAN
PEMBtrRAN'IASAN PENYAKIT HF]WAN

SEKSI

KERAWANAN

SEKSI
KELEMBAGAAN KEAMANAN

PANGAN

StrKSI
INVESTIGASI PENYAK]T HEWAN

SEKSI
PAKAN DAN ALAT MtrSIN

PETERNAKAN

uda
1 004



BAGAN OITGANISASI D]NAS
L]NGKUNGAN H]DUP PROVINSI

SUMATERA UTARA

LAMPIRAN X]I PtrRATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TANGGAL 12 MARET 2018

DINAS
SEKRETAR]AT

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN

PROGRAM,
AKUNTABIL]TAS DAN
INFORMASI PUBLIK

SUB BAGIAN
UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN
KEUANGAN

BIDANG

TATA LINGKUNGAN

BIDANG
PENGELOLAAN LIMBAH, LIMBAH

BAH.AN BERBAHAYA DAN
BERACUN, DAN PERSAMPAHAN

BIDANG

PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG
PENATAAN DAN

PENINGKATAN KAPASITAS
r-INGKUNGAN HIDUP

StrKSI

INVENTAITTSASI RENCANA
PERI-INDUNGAN DAN PDNGELOI,AAN

LINGKlJNGAN HIDUP. KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATECIS

SEKSI

PENGtrLOLAAN SAMPAH

StrKSI

PEMANTAUAN L]NGKUNGAN

StrKSI

PENGADUAN DAN
PENYELtrSA]AN SENGKETA

LINGKUNCAN HIDUP

SEKS]

KA,J]AN DAMPAK LINGKUNGAN

SEKSI
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN

BERACUN

SEKSl
PENCEMARAN LJNOKUNGAN

SEKSI
PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNCAN HIDUP

SEKSI
PEMELIHARAAN LINGKUNGAN

HIDUP

SEKSI
PtrNGEMBANGAN FASILITAS

TEKNIS

SEKSI

KERUSAKAN LINGKUNGAN

SEKSI
PENINGKATAN KAPASITAS

LINGKUNGAN HIDUP

Salinan
KEP

mya

Pembina U

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU trRRY NURADI
NIP.195902



BAGAN ORGANISASI DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAXAT

DAN DESA PROVINS] SUMATER,C
I]TARA

Salinan

Mu /c\

D]NAS
SEKRtrTARTAT

KELOMPOK
JABA']AN PUNGSIONAL SUB BAGIAN

PROGRAM,
AKUNTAB]LITAS DAN
INFORMASI PUBL]K

SUB BAGIAN
UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

B]DANG

PEMERINTAHAN DESA

BIDANG

KELEMBAGAAN DESA

BIDANG

PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAHAT DESA

BIDANG

PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN

SEKSl

PENATAAN SARANA PRASARANA
PEMERINTAHAN DESA

SEKSI

KtrLEMBAGAAN DAN KERJASAMA
DESA

SEI(SI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT D
DAN PELAYANAN SOSIAL DASAR

SEKSI
PEMBANGUNAN EKONOMI

DAN KERJASAMA KAWASAN
PERDESAAN

SEKSI

KEUANGAN DAN ASET DESA

SEKS]

PERENCANAAN DAN EVALUASI
DESA

SEKSI
PENGEMBANGAN USAHA EKONOM]

DESA, SUMBtrR DAYA ALAM DAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA

SEKSI
PEMBANGUNAN SARANA

DAN PRASARANA KAWASAN
PERDESAAN

SEKSI
ADMINISTRAS] PRODUK HUKUM

DESA DAN PENINCKATAN
1{-APASITAS

SEKSI

PERLI NDUNGAN MASYARAKAT
DAN DESA ADAT

SEKSI

PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA

SEKSI
PtrNGEMBANGAN SUMBER

DAYA ALAM KAWASAN
PERDESAAN

LAMPIRAN XIV PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTAM
NOMOR 6 TAHUN 2018
TANGOAL I2 MARET 2018

GUBtrRNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TtrNGKU ERRY NURADI

98003 I 004



BAGAN ORGANISASI DINAS
PtrRHUBUNGAN PROVINSI

SUMATERA U?ARA

Salinan S

KE LA

PemLrina

slinva
M, UPTD

LAMPIRAN XV PtrRATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TANGGAL 12 MARET 2018

SUB BAGIAN
KtrUANGAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

(IV/c)
1 004

DINAS
StrKRETARIAT

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN

PROGRAM,
AKUNTABILITAS DAN
INFORMASI PUBL]K

SUB BAGIAN
UMUM DAN

KEPEGAWAIAI\

BIDANG

LALU LINTAS.]AI-AN

BIDANG

ANGKUTAN JALAN

BIDANG

PtrLAYARAN

BIDANG
PERKtrRETAAPIAN DAN

PtrNGEMBANGAN

SEKS}I

MANAJEMEN LALU LINTAS .JALAN

SEKSI
ANGKUTAN OMNG DALAM

TRAYEK

SEKSI

KtrPELABUHANAN

SEKSl

PERKERETAAP]AN

StrKS]

REKAYASA LALU LINTAS JALAN

SEKSI
ANOKUTAN C}RANCi TIDAK DAIAM TRAYEi<

DAN ANGKUTAN BARANG

SEKS]
BADAN USAHA DAN JASA
ANGKUTAN PELAYARAN

SEKSI
LINGKUNGAN

PERHUBUNGAN

StrKSI

KESELAMATAN LALU I.INTAS DAN
ANGKUTAN JALAN

SEKSl

TtrRMINAL

strKsI
ANGKUTAN PELAYARAN RAKYAT,
ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN

I'ENYEBERANGAN

SEKS]
PEMADUAN MOD.A DAN

I PERHUBIJNGAN

Muda
NIP.1



BAGAN ORGANISASI DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIK{

PROV]NS] SUMATERA UTARA

Salinan
KEPA

Pembina U uda

DINAS
SEKRtrTARIAT

SUB BAGIAN
PROGRAM,

AKUN"IABILITAS DAN
INFORMASI PUBLIK

SUB BAG1AN
UMUM DAN

KtrPEGAWAIAN

BIDANG
PtrNGtrLOLAAN INFORMASI

PUBLIK

BlDANG
PtrNGELOLAAN KOMUNIKAS]

PUBI,IK

BlDANG
TtrKNOLOGI INFORMASI DAN

KOMUN]KASI

B]DANG

LAYANAN E.GOVERNMtrNT

SEKS]

OPIN] PUBLIK

SEKSI

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

SEKSI

INFRASTRUKTUR

SEKSI

PENGEMBANGAN APLIKAS]

SEKSI

INF'ORMASI PUBLIK

SEKS]

STATISTIK SEKTORAT,

SEKS]

PENGOLAHAN DATA

SEKSI
PENGEMBANGAN trKOSISTEM

GOVERNMENT

SEKS]

MtrDIA PUBLIK

SEKSI

KtrMITRAAN KOMUNIKASI PUBLIK

StrKSI
SAND] TELEKOMUNIKASI DAN

KtrAMANAN INFORMASI

StrKSl
TATA KELOLA

tr.GOVERNMENT

LAMPIRAN XVI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TANGGAL 12 MARtrT 2018

SUB BAGIAN
KEUANOAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU BRRY NURADI
NIP.1959022 2l



BAGAN ORGANISASI DINAS
KOPERAS] DAN USAHA KECIL

MENENGAH PROVINSI SUMATERA
UTARA

Pemhina u lc)

anSalin
K

DlNAS
SEKRETARIAT

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN
PROGRAM,

AKUNTABILITAS DAN
INFORMASI PUBL]K

SUB BAGIAN
UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

BIDANG

KELEMBAGAAN

StrKS]

MONITOR]NG, EVALUASI,
LAPORAN DAN DATA

SEKSI

PENGELOLAAN DATA

BIDANG

PEMBERDAYAAN KOPERASI

SEKSI

FASILITASI USAHA KOPERASI

SEKSI
PENINGKATAN KUALITAS
SUMBER DAYA MANUSIA

KOPERAS]

SEKS]

PENGEMBANGAN, PENGUATAN
DAN PERLI,NDUNGAN KOPERASI

BIDANC
PENGAWASAN DAN PEMER]KSAAN

SEKSI

PENILA]AN KESEHA'IAN KOPERASI

SEKSI

PEMER]KSAAN KELEMBAGAAN DAN
USAHA

SEKSI

PENETAPAN PERATURAN DAN
SANKSI

BlDANG
PEMBERDAYAAN I]SAHA

KECII,

SEKSI

FASILITASI USAHA KECII,

SEKSI
PENCEMBANGAN, PI]NGUATAN
DAN PERLINDUNGAN USAHA

KECIL

SEKSl

PENINGKATAN
KEWIRAUSAHAAN

LAMP]RAN XVII PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TANGGAL 12 MARET2018

SUB BAG]AN
KEUANGAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

NIP.19590 98003 1 004



BAGAN ORGANISASI DINAS
PEMUDA DAN OLAHRAGA

PROV]NS] SUMATERA UTARA

SUB I]AGIAN
UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

LAMPIRAN XIX PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TANGGAL 12 MARET 2018

GUBtrRNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURAD]

DINAS

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN
PROGRAM,

AKUNTABILITAS DAN
INFORMASI PUBT-IK

BIDANG

LAYANAN KEPEMUDAAN

B]DANG
PENINGKATAN PRESTASI OLAH

RAGA

BIDANG

PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

BIDANG
SARANA PRASARANA DAN

KEMITRAAN

SEKSI

PENYADARAN PEMUDA

SEKST

O].AHRAGA PENDIDIKAN DAN
SENTRA OLAH RAGA

SEKSI

SARANA PRASARANA
PEMUDA

StrKSI

PEMtsERDAYAAN PEMUDA

SEKS]
OLAH RAGA REKREASI,

TRADISIONAL DAN LAYANAN
KHUSUS

SEKSI

SARANA PRASARANA
OLAHRAGA

SEKSI

PtrNGEMBANGAN PEMUDA

SEKS]

PENGHARCAAN OLAHRACA

SEKS]
KEMITRAAN PEMUDA DAN

OLAHRAGA

SEI(S1
PEMBAKATAN, ILMU

PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
DAN TtrNAGA KEOLA]-IRAGAAN

SEI(SI

PROMOSI OLAHRAGA DAN
OLAHRAGA PRESTASI

SEKSI

STANDARISAS1 OLAHRAGA

Salinan
KtrP

Pembina /c)
NrP.195902 I 004



BAGAN ORGANISASI DiNAS KF]BUDAYAAN
DAN PAR]WISATA PROVINSI SUMATtrRA

UTARA

Salinan Sesu
KEPA

Pembina U uda (IV/c)

UFrTD

LAMP]RAN XX PtrRATURAN GUBtrRNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TANGGAL 12 MARET 2018

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

rtd

DINAS

SUB BAGIAN
KET]ANGAN

KtrLOMPOK
JABATAN FUNCSIONAL SUB BAGIAN

PROGRAM,
AKUNTABIL]TAS DAN
INFORMASI PUBL]K

SUB BAGIAN
UMUM DAN

KEPtrGAWAIAN

BIDANG
SENI, BUDAYA DAN

PtrNGEMBANGAN EKONOMI
KREAT1F

BIDANG

SEJARAH DAN KEPURBAKALAAN

BIDANG

BINA PEMASARAN PARIWTSATA

BIDANG

RINA OBJEK DAN USAHA
PARIWISATA

SEKSI
PtrNGtrMBANGAN DAN

PtrLESTAR]AN SENI BUDAYA

StrKSI
PELESTARIAN StrJARAH DAN

KEPURBAKALAAN

SEKSI

PROMOS] PARIWISATA

SEKSI
PtrNGEMBANGAN OBJEK

WISATA

StrKS]

KF]RJA SAMA LtrMBAGA BUDAYA

SEKSI

TNPORMASI SEJARAH

SRKSI
D]STRIBUSI DAN INFORMASI

PARIWISATA

SEKSI

USAHA PARIWISATA

SEKSI
PERFILMAN DAN

PENGEMBANGAN EKONOMI

StrKSI
PERLINDUNGAN DAN

PENGAWASAN StrJARAH
KtrPURBAKALAAN

StrKSI

SADAR WISATA

SEKSI

MONITOR]NG DAN
DVALUASI PARIWISATA

NrP.19590227 198003 1 004
TENGKU ERRY NURADI



BAGAN ORGANISASI DI1VAS KELAU'IAN DAN
PtrRIKANAN PROVINSI SUMATI'RA U'IARA

Salinan
Ktr

Pembina

DINAS

SEKRETARIAT

KELOMPOK
JABATAN FUNGS]ONAL SUB ]jAGIAN

PROGIiAM,
AKI]NTARII,TIAS DAN
INF'ORMASI PUBLIK

SUI] BAGIAN
UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

BTDANG

PERIIGNAN BUDIDAYA,
PDNGOI,AIIAN DAN PEMASARAN

HASII, PERIKANAN

BiDANG

PERIKANAN TANGKAP

BIDANG

KELAU1AN, PDSISIR DAN PULAU-
PUI,AI] KECI],

BIDANO

PENGAWASAN ST]MBER DAYA
KE},AUTAN DAN PERIKANAN

SITKSI

PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN BUDI DAYA

IXAN

SEKSI

PENGOLAHAN DAN
PEMANFAATAN SUMBER DAYA

PERIKANAN TANGI(AP

SEKSI

PENGELOLAAN WII,AYAH PBSISIR
DAN PEMBIIRDAYAAN MASYARAKAT

SEI{SI

PENGAWASAN PERIKANAN
TANGKAP, KAWASAN PESISIR

I]AN PIJI,ATJ-PI JI,Al] 1(ECIt,

SEKSI

PEMBINAAN DAN PENGEMI]ANGAN
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN

FIASIL PERIK\NAN

SDI(SI

PENGENDALIAN PENANGKAPAN
IKAN, KAPAL PERII{ANAN DAN

ALAT'IANGKAP IKAN

SEKSI

PENOELOLAAN KAWASAN KONSERVASI
]]AN SUMBER DAYA I'ENCAWASAN

PERIIiANAN TANGKAI'

SEKSI

SEI{SI PENGAWASAN BUDiDAYA
IKAN, PENGOLAHAN DAN

PEMASARAN HASII, PERIKANAN

SEKSI

PEMBINAAN USAHA BUDIDAYA,
PI'NGOI,AIIAN DAN PEMASARAN

SEKSI

PENGELOLAAN I{EPELABUHANAN
PERIKANAN DAN I{ENELAYANAN

SEKSI

PBMBIN,{AN USAHA I{AWASAN
PESISIR DAN PULAU-PULAU I(ECIL

SEI(SI

PENANOANAN P[,]LANGGAR4.N DAN
PENEGAKAN IIUKUM BIDANG
KEI-AIJTAN DAN PERIKANAN

LAMPIRAN XXII PERATURAN GUBERNUR SUMATtrRA UTARA
NOMOR 6TAHUN2018
TANGGAL 12 MARET2018

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

NIP.1S5



L3AGAN ORGANISASI DINAS
KIIHUTANAN PROVINSI

SUMATERA UTARA

Salinan
KEPA

Pembina U tai'qA-D/l uda (lv/c)

UFrID

LAMPIRAN XXIII PERATURAN GUBtrRNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TANGGAL 12 MARET2018

SUB BAGIAN
KEUANGAN

GUBBRNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU BRRY NURADI

IM

DINAS

KtrLOMPOK
.IABATAN FUNGSIONAl, SUB BAGIAN

PROGRAM,
AKUN']ABILITAS DAN
INFORMASI PUBLIK

SUB BAGIAN
UMUM DAN

KtrPEGAWAIAN

BIDANG

PtrNATAGUNAAN HUTAN

B]DANG

PENGUSAHAAN HUTAN

BIDANG
REHABILITAS] HUTAN DAN

LAHAN

BTDANG

PERLINDUNGAN HUTAN

StrKSi
INVtrNTARISASI DAN JAS,A

LINGKUNGAN

StrKSI

PEMANFAATAN HUTAN ALAM

SEKSI

PENATAAN KAWASAN HUTAN

SEKSI

PEMANFAATAN I{UTAN TANAMAN

SEKSI

PtrNGUKURAN DAN PERPETAAN

StrKSI

IURAN, PtrREDARAN DAN INDUSTRI
HASIL HUTAN

SEKSI
PtrRHUTANAN SOSIAL DAN

KEMITRAAN

StrKS]

PENYI]],UHAN DAN PEMRENIHAN

StrKSI
REF]ABILITASI HUTAN DAN

PtrNGELOLAAN DAERAH ALIRAN
SUNGAI

SEKSI

PtrNGAMANAN HUTAN

SEKSI
PENGENDAI,IAN KERAKARAN

HU1AN DAN KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM

SEKSl

PENEGAKAN HUKUM

NrP.19590227 198003 1 004



BAGAN ORGANISASI DINAS
ENERGI DAN SUMBER DAYA

M]NERAL PROVINSI SUMATERA
UTARA

LAMPIRAN XXIV PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 6TAHUN2018
TANGGAL 12 MARET2018

SUB BAG]AN
KEUANGAN

ttd

TENGKU ERRY NURADI

DINAS

SUB BAGIAN
PROGRAM,

AKUNTABILITAS DAN
INFORMASI PUBLIK

SUB BAGIAN
UMUM DAN

KEPDGAWAIAN

BIDANG

MINERAL DAN BATUBARA

BIDANG

GEOLOG] DAN AIR TANAH

BIDANG

KETENAGALISTRIKAN

Salinan
KEPA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,
Pembina U
NrP.19590227



BAGAN ORGANISAS] DINAS
PtrRINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROVINSI SUMATtrR{ IJTARA

Salinan nga
KEPA

LAMPIRAN XXV PtrRATURAN GUBERNUR SUMATtrRA UTAM
NOMOR 6 TAHUN 2O1B

TANGGAL 12 MAI?ET 2018

SUB BAGIAN
KtrUANGAN

SEKSI

EKSPOR

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

U

Pembina U uda

U}yID

(lvlc)
1 004

DiNAS

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN

PROGRAM,
AKUNTABILITAS DAN
INFORMASI PUBI-IK

SUB BAGIAN
UMUM DAN

KEPEGAWA]AN

BIDANG
INDUSTRI LOGAM, MESIN,
ELEK"IRONIKA DAN ANtrKA

BIDANG
INDUSTRI KIMIA AGRO DAN

HASIL HUTAN

BIDANG

PtrRDAGANGAN DALAM NtrGtrRI

BIDANG
PERDAGANGAN LUAR

NEGER]

StrKSI
INDUSTRJ ]-OGAM DASAR FERO

DAN NON FERO

SEKS]
INDUSTRI AGRO DAN I{ASIL

HUTAN

SEKSI
]NFORMASI, KEBIJAKAN DAN

PENGAWASAN PERDAGANGAN

StrKSI
lNDUSTRI MESiN, PERALATAN REKAYASA

DAN MNCANG E}ANGUN

SL]KSI

INDUSTRI KIMIA HULU DAN HIL]

StrKSI
PENGENDALIAN BARANG POKOK,

HARGA DAN PROMOSI

SEKSI

lMPORT

SEKSI

INDUSTRI TEKSTIL,
ELtrKTRONIKA, DAN ANEKA

SEKSl

INDUSTRI KEC]L DAN
MtrNtrNGAH

SEKS]
KELEMBAGAAN USAHA DAN
PENDAF"TARAN PERUSAHAA N

SEKSI
PtrNGEMBANGAN
PtrRDAGANGAN
INTtrRNASIONAL

NIP.19 98003



BAGAN ORGANISASI DINAS
PERKEBUNAN PROVINSI

SUMATERA UTARA

Salinan Se
B
a ngan

HUK
linya

KEPA

Pembina lc)

DINAS

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN

PROGRAM,
AKUNTABILITAS DAN
INFORMASI PUBLiK

SUB BAGIAN
UMUM DAN

KtrPEGAWAIAN

BIDANG

PRASARANA DAN SARANA

B]DANG

PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN

BIDANG

PENGOLAHAN DAN PEMASARAN

BIDANG
PERLINDUNGAN DAN

PENATAAN SUMBER DAYA

SEKSI

KELEMBAGAAN DAN
PEI{YULUHAN

SEKSI

OPIIMASI DAN PENGEMBANGAN

SEKSI

PEMBINAAN USAHA

SEKS]
PT'NGAMATAN DAN

PENGENDAI,IAN ORGANISME
PENGGANGGU TANAMAN

SEKSI

PUPUK, ALAT DAN MES]N

SEKSI
BUDIDAYA TANAMAN SEMUSIM

DAN REMPAH

SEKSI
PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN

HAS]L

SEKSl
GANGGUAN USAHA DAN

KONSERVASI

SEKSI

PEMBIAYAAN DAN INVESTASI

SEKSI
BUDIDAYA TANAMAN TAHUNAN

DAN PENYEGAR

SEKSI

PROMOSI DAN PEMASARAN HASIL

SEKSI

PENATAAN SUMBER DAYA

LAMPIRAN XXVI PERATURAN GUBtrRNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 6TAHUN2Ol8
TANGGAL 12MARtrT20]8

SUB BAGIAN
KEUANGAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI
NrP.195902 1 004



BAGAN ORGANISASI D]NAS TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA. UTARA

Salinan Se
KEPA

Pembina Uta

Lal
BI UPID

LAMPIRAN XXVI1 PI'RATURAN GUBERNUR SUMATtrRA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TANGGAL 12 MARET 2018

SUB BAGIAN
KEUANGAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

DINAS
StrKRtrTARIAT

SUB BAGIAN
PROGRAM,

AI{UNTABILITAS DAN
INFORMASI PUBLIK

SUB BAG]AN
UMUM DAN

KEPEGAWATAN

BIDANG

TANAMAN PANGAN

B]DANG

HORTlKULTURA

BIDANG

SARANA DAN PRASARANA

SEKSl
KELEMBAGAAN
PENYULUHAN

SEKSI

BUAH DAN FLORIKULTURA

StrKSI

LAH,AN DAN IRIGASI

StrKSI

SEREALIA

SEKSl

KETENAGAAN PENYULUHAN

SEKSI

SAYURAN DAN TANAMAN OBAT

StrKS]
PUPUK, PESTISIDA DAN ALAT

MESIN

SEKSI

ANEKA KACANG DAN UMBI

SEKSI
PENYtrLENGGARAAN DAN
TNFORMASI PENYULUHAN

StrKSI
PERBENIHAN DAN PENANGANAN

Mll'tu

SEKSl

PEMBIAYAAN DAN INVESTASI

SEKS]

PtrRBENIHAN DAN STANDARISASI

NrP.19590227 1


